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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-

palu nagaya RABU, 24 DESEMBER 20258
SULTENG RAYA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Prof. Dr, H Rajindra Rum, SE, MM
Rektor

Moh Amin Parakkasi, S.Ag, M.Hi
Ketua BPH

Dr. Sudriman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I

Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Warek III

Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II

Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Warek IV

SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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SULTENG RAYA – Gubernur Sula-
wesi Tengah, Anwar Hafid menjalin 

kerja sama kolaboratif dengan PT 
Ace Energy Service dalam upaya 

meningkatkan keandalan pasokan 
listrik berbasis energi baru terbaru-
kan. Kolaborasi ini ditandai dengan 

pelaksanaan sosialisasi sekaligus pe-
nandatanganan kerja sama sebagai 

langkah awal pengembangan pe-
manfaatan tenaga surya di sejumlah 

wilayah di Sulawesi Tengah. 

Baca BOMBARDIR Hal. 7

Baca IRONI Hal. 7

Baca JEMBATAN Hal. 7

Baca GERBANG Hal. 7Baca JELANG Hal. 7

IRONI DI JALUR RUJUKAN
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Kepala Puskemas Moutong Terpaksa 
Berutang ke Pengelola Tambang Ilegal

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menjalin kerja sama kolaboratif dengan PT Ace Energy Service, Selasa (7/4/2026). FOTO: IST

Gubernur Anwar Hafid 
menyampaikan, Sulawesi 
Tengah sangat membutuh-
kan investasi besar pada 
bidang energi terkhusus 
memperkuat pasokan listrik 
melalui pembangkit listrik 
tenaga surya. Terlebih, Su-

lawesi Tengah kini sedang 
berproses untuk menurun-
kan gas emisi rumah kaca 
sebagai upaya mewujudkan 
pembangunan yang berke-
lanjutan. 

SULTENG RAYA – Ketua 
Komisi B DPRD Kota Palu, 
Rusman Ramli setuju dengan 
rencana Pemerintah Kota 

Palu untuk membuka akses dua 
arah di Jembatan I dan Jembatan III.

Menurut politisi Partai Keadi-
lan Sejahtera (PKS) ini, rekayasa 

lalu lintas di jembatan I dan III 
bisa menggerakkan kembali roda 
perekonomian masyarakat sekitar 
jembatan.

AS mulai serang target militer di Pulau Kharg Iran 
jelang batas akhir ultimatum Trump. FOTO: EUROPEAN 
SPACE AGENCY/AFP

SULTENG RAYA - Militer Amerika Serikat 
dilaporkan mulai meluncurkan serangan ke 
sejumlah target militer di Pulau Kharg  Iran 
pada Selasa (7/4).

Media Iran, seperti diberitakan AFP, 
menyebut serangan tersebut menghantam 
terminal ekspor minyak utama Iran di Pulau 
Kharg. Meski demikian serangan itu disebut 
tak berdampak pada infrastruktur minyak.

RAPAT dengar pendapat Komisi IV DPRD Parigi Moutong dengan Dinas kesehatan dan para Kapus di ruang sidang DPRD Parigi Moutong, Senin 
(6/4/2026). FOTO: IST

ANGGOTA DPRD Parigi Moutong, Ahmad Lawaha menyampaikan kritikan terhadap visi misi Gerbang 
Desa pada rapat paripurna penyampaian LKPJ tahun 2025 di ruang sidang DPRD Parigi Moutong, Selasa 
(7/4/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Ga-
gasan besar “Membangun 
dari Desa” atau yang dikenal 
dengan Gerbang Desa semu-
la digadang-gadang menjadi 
arah baru pembangunan di 
Kabupaten Parigi Moutong. 
Visi yang diusung pasangan 

Bupati dan Wakil Bupati, Er-
win Burase dan Abdul Sahid, 
itu menjanjikan perubahan 
dari pinggiran—menguatkan 
desa sebagai fondasi utama 
kemajuan daerah.

SULTENG RAYA – Di 
tengah sunyi malam atau te-
riknya siang di wilayah uta-
ra Kabupaten Parigi Mou-

tong, suara sirine ambulans 
dari Puskesmas Moutong 
tetap melaju, membawa 
harapan bagi pasien yang 

harus dirujuk ke fasilitas ke-
sehatan yang lebih lengkap. 
Namun di balik perjalanan 
itu, tersimpan kisah getir 

tentang keterbatasan ang-
garan yang memaksa tenaga 
kesehatan mengambil jalan 
yang tak semestinya.

Plt. Kepala Puskesmas 
(Kapus) Moutong, Nurlian, 
secara terbuka mengungkap 
realitas tersebut dalam rapat 
kerja Komisi IV DPRD Parigi 
Moutong bersama Dinas 
Kesehatan dan para pe-
mangku kepentingan, Senin 
(6/4/2026). Dengan nada 
jujur dan tanpa tedeng aling-
aling, ia mengakui bahwa 
pihaknya kerap harus me-
minjam uang, bahkan dari 
pengelola tambang emas 
ilegal, demi memastikan 
pasien tetap mendapatkan 
layanan rujukan.

“Kami di Kecamatan Mou-
tong terus terang harus me-
minjam uang di masyarakat, 
bahkan ke pihak tambang, 
untuk menalangi biaya ru-
jukan pasien,” ujarnya.

Wilayah Moutong yang 
berada di ujung utara Pari-
gi Moutong memang me-
miliki tantangan geografis 

BUPATI SIGI, Mohamad Rizal Intjenae meninjau langsung 
lokasi Festival Danau Lindu guna memastikan kesiapan 
infrastruktur dan fasilitas pendukung. FOTO: IST

SULTENG RAYA – Bupati Sigi, Mohamad Rizal 
Intjenae, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan 
Lindu, tepatnya di Desa Tomado, untuk meninjau 
langsung kesiapan infrastruktur dan fasilitas pen-
dukung menjelang pelaksanaan Festival Danau 
Lindu 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 
pertengahan tahun ini.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampin-
gi Ketua TP-PKK Kabupaten Sigi, Siti Halwiah, 
bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD), antara lain Kepala Dinas Pe-

Rusman Ramli
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SULTENG RAYA – 
Satuan Reserse Kriminal 
(Satreskrim) Polres Tojo 
Una-una (Touna) mene-
rima laporan resmi ter-
kait dugaan tindak pidana 
penipuan bermodus peng-
gandaan kekayaan melalui 
benda menyerupai emas. 
Kasus ini mencuat setelah 
korban, Anwar melapor-
kan kerugian yang diala-
minya ke SPKT Polres Tou-
na, Minggu (5/4/2026).

Kapolres Touna, AKBP 
Yanna Djayawidya, SIK., 
MH., melalui Kasat Reskrim, 
AKP Syarif, SH., MH. menje-
laskan kasus ini berawal dari 
pertemuan antara korban 
dan terlapor, AFR pada 2024 
silam. Dalam pertemuan 
tersebut, terlapor diduga 
menjalankan aksi tipu mus-
lihat dengan memanfaatkan 

benda-benda yang dianggap 
memiliki nilai mistis atau 
pusaka.

“Terlapor mendatangi 
korban dan menyerah-
kan sejumlah benda yang 
menyerupai emas. Sebagai 
syarat atau mahar, terlapor 
meminta uang tunai sebe-
sar Rp7.000.000 serta satu 
unit sepeda motor senilai 
Rp3.000.000,” ujar Kasat, 
Selasa (7/4/2026).

Modus yang digunakan 
terlapor cukup fantastis. 
Korban dijanjikan bahwa 
benda menyerupai emas 
tersebut nantinya dapat di-
tukarkan dengan mata uang 
asing yang nilainya men-
capai Rp2.000.000.000.000 
(dua triliun rupiah).

Namun, setelah sekian 
lama menunggu, janji terse-
but tidak pernah terealisasi 

hingga korban akhirnya 
menyadari telah menjadi 
korban penipuan dengan to-
tal kerugian materil sebesar 
Rp10.000.000.

Dalam penanganan kasus 
ini, pihak penyidik telah 
mengamankan sejumlah 
barang bukti yang diduga 
digunakan terlapor untuk 
meyakinkan korbannya, 
diantaranya satu buah ben-
da pusaka yang dibungkus 
plastik hitam.

Selanjutnya, empat batang 
benda menyerupai emas 
dan dua buah cincin, serta 
ratusan lembar mata uang 
asing dari berbagai negara, 
termasuk 122 lembar mata 
uang Korea pecahan 5.000, 
mata uang Peru, serta dua 
pak mata uang Kamboja.

Atas perbuatannya, ter-
lapor terancam dijerat den-

gan Pasal 492 Undang-Un-
dang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2023 ten-
tang Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana (KUHP 
baru).

“Saat ini kami telah me-
lakukan wawancara awal 
terhadap pelapor dan sak-
si-saksi. Langkah selanjut-
nya, penyidik akan meleng-
kapi seluruh administrasi 
penyelidikan guna mempro-
ses kasus ini lebih lanjut,”u-
jar Syarif. 

Pihak Kepolisian men-
gimbau masyarakat agar 
tetap waspada dan tidak 
mudah tergiur oleh ta-
waran keuntungan besar 
yang tidak logis, terutama 
yang melibatkan modus 
penggandaan uang atau 
penukaran benda pusa-
ka. AMR

PERSONEL Satreskrim Polres Touna, saat mengamankan pelaku penipuan dengan modus penggandaan kekayaan, Minggu (5/4/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Satresnarko-
ba Polresta Palu mencatat penan-
ganan 31 laporan polisi (LP) terkait 
narkotika selama Januari hingga 
Maret 2026. Hal ini diungkapkan 
Kasat Narkoba Kompol Usman, 
Selasa (7/4/2026).

Dalam periode tersebut, jumlah 
tersangka (TSK) yang diamankan 
sebanyak 39 orang, dengan rincian 
35 orang laki-laki dan 4 perempu-
an. “Kami terus mengintensifkan 
operasi untuk menekan peredaran 
narkoba di wilayah Kota Palu,”ujar 
Usman.

Sementara itu, barang bukti 
(Babuk) yang berhasil diamankan 
berupa sabu seberat 2.282,4244 
gram bruto. Usman menegaskan 
bahwa penyitaan ini merupakan 
hasil dari serangkaian operasi 
rutin dan penelusuran kasus yang 
melibatkan jaringan lokal maupun 
antarprovinsi.

Lebih lanjut, pihak Satresnar-
koba terus melakukan pembinaan 
terhadap para tersangka. “Selain 
penegakan hukum, kami juga 
mengedepankan rehabilitasi bagi 
pengguna yang ingin sembuh dari 
ketergantungan narkoba,”jelas 
Usman.

Kapolresta Palu, Kombes Pol 
Hari Rosena, menekankan penting-
nya peran masyarakat dalam pem-
berantasan narkoba. Masyarakat 
diimbau untuk aktif melaporkan 
peredaran narkotika agar polisi 
dapat bertindak cepat dan tepat 
sasaran.

Polresta Palu terus meningkatkan 
sinergi dengan instansi terkait dan 
pemerintah daerah dalam upaya 
pencegahan narkoba. Diharapkan, 
penindakan yang konsisten dapat 
menekan angka peredaran narko-
tika dan memberikan efek jera bagi 
pelaku. AMR

KASAT Resnarkoba Polresta Palu, Kompol Usman, saat merilis hasil tangkapan 
penyalahgunaan narkotika jenis sabu dari sejumlah wilayah di Kota Palu, bebera-
pa waktu lalu.FOTO:HUMAS POLRESTA PALU

Januari-Maret, 
Satresnarkoba 

Ungkap 31 Kasus Narkoba 

SULTENG RAYA – Se-
buah rumah toko (ruko) 
yang juga difungsikan seba-
gai gudang di Jalan Danau 
Lindu, Kelurahan Ujuna, 
Kecamatan Palu Barat, Kota 
Palu, ludes dilalap si jago 
merah, Selasa (7/4/2026) 
sekira pukul 07.00 wita. 

Ruko tersebut diketahui 
milik pasangan suami istri, 
Darmo (58) dan Feni (56), 
yang sehari-hari menjalan-
kan usaha wiraswasta. Ban-
gunan dua lantai itu juga 
dijadikan sebagai tempat 
tinggal sekaligus gudang 
penyimpanan berbagai 
barang dagangan seperti 
minyak, permen, mainan 
anak-anak, serta bahan 
kue.

Berdasarkan keterangan 
pemilik, saat kejadian Feni 
berada di lantai dua dan 
mencium bau asap. Ia ke-
mudian memberitahukan 
kepada suaminya, yang saat 
itu berada di lantai dasar. 
Awalnya, suaminya mengi-

ra bau tersebut berasal dari 
aktivitas memasak. Namun, 
tidak lama kemudian asap 
tebal mulai memenuhi se-
luruh ruangan rumah.

Menyadari kondisi ber-
bahaya, keduanya sege-
ra keluar dari ruko untuk 
menyelamatkan diri. Sum-
ber asap diketahui berasal 
dari gudang di lantai dasar 
yang berisi berbagai barang 
mudah terbakar.

Sebanyak lima unit mo-
bil pemadam kebakaran 
dikerahkan ke lokasi untuk 
memadamkan api. Setelah 
berjibaku selama beberapa 
jam, api akhirnya dapat 
dipadamkan sekira pukul 
11.00 wita. Tidak ada korban 
jiwa maupun luka dalam 
peristiwa tersebut. Namun, 
kerugian material diperkira-
kan mencapai ratusan juta 
rupiah karena sebagian be-
sar isi gudang dan bangunan 
ikut terbakar.

Kapolsek Palu Barat Iptu 
Irfan Muzakar menyampai-

kan, pihaknya telah melaku-
kan langkah-langkah penga-
manan di lokasi kejadian.

“Kami telah mengaman-
kan area tempat kejadian 
perkara, memasang garis 
polisi, serta mengimbau 
masyarakat untuk menjauh 
agar proses pemadaman 
dapat berjalan dengan lan-
car,” ujar Irfan. 

Ia juga menambahkan 
bahwa dugaan sementara 
penyebab kebakaran berasal 
dari korsleting listrik di area 
gudang. “Berdasarkan hasil 
awal di lapangan, kebaka-
ran diduga dipicu oleh arus 
pendek listrik di gudang 
yang menyimpan banyak 
barang berbahan plastik, 
sehingga api dengan cepat 
membesar dan menyebar 
ke seluruh bangunan,” tam-
bahnya.

Namun, saat ini, pihak 
kepolisian masih melakukan 
penyelidikan lebih lanjut un-
tuk memastikan penyebab 
pasti kebakaran. AMR

Ruko di Palu Barat Ludes 
Dilalap Si Jago Merah   

APARAT kepolisian, saat mendatangi rumah keluarga korban yang tewas  ditemukan gantung diri ruang tamu, di Kelurahan Pe-
tobo, Kota Palu, Senin (6/4/2026). FOTO: IST

SEJUMLAH petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar sebuah 
ruko di Jalan Danau Lindu, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Selasa (7/4/2026). FOTO: DOK. 

POLSEK PALU BARAT

SULTENG RAYA - Seorang pria di 
Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu 
Selatan, Kota Palu ditemukan me-
ninggal dunia dengan cara gantung 
diri di rumahnya, Senin (6/4/2026) 
sekira pukul 15.30 wita. Korban beri-
nisial NS (26) ditemukan oleh istrinya 
di rumah dalam keadaan tergantung 
di ruang tamu. 

Kapolsek Palu Selatan, AKP 
Muhammad Kasim, S.H, mengata-
kan dari hasil pemeriksaan dan 
informasi yang diperoleh, korban 
diduga mengalami depresi karena 
masalah rumah tangga.  “Informa-
sinya, korban dan istrinya sering 

bertengkar, dan sebelum kejadian, 
korban sempat menyampaikan pesan 
kepada istrinya untuk menjaga anak 
mereka,”ujar kapolsek. 

Menurut keterangan saksi berini-
sial S, sebelum kejadian korban dan 
istrinya sempat singgah di rumah 
orang tua korban sebelum pulang 
ke rumahnya. Kemudian istrinya 
pamit untuk mengambil bantuan 
pangan di kantor kelurahan, sekem-
balinya dari kantor lurah, dia mene-
mukan korban sudah tergantung di 
ruang tamu.

Orang tua korban, JA mengaku 
menerima kejadian tersebut dengan 

ikhlas dan tidak bersedia dilakukan 
autopsi. “Kami masih menyelidiki 
kasus ini untuk memastikan penye-
bab pasti kematian korban,” tambah 
Kasim. Pihak kepolisian juga telah 
membuat surat pernyataan tidak ke-
beratan dan surat penolakan autopsi 
yang ditandatangani orang tua dan 
istri korban.

Kapolsek menambahkan bahwa 
tidak ditemukan tanda-tanda ke-
kerasan pada tubuh korban. “Kami 
akan terus melakukan penyelidikan 
untuk memastikan apa yang menye-
babkan korban melakukan tindakan 
ini,” katanya. AMR

Warga Petobo Ditemukan 
Gantung Diri di Ruang Tamu

Pelaku Penipuan 
Modus Penggandaan 
Kekayaan Diciduk Polisi
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Kegiatan apel pagi yang 
diikuti oleh seluruh jajaran 
pegawai ini menjadi mo-
mentum untuk menanam-
kan nilai-nilai integritas, 
tanggung jawab, serta pro-
fesionalisme dalam men-
jalankan tugas dan fungsi 
keimigrasian. Kepala Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI Palu, 
Muhammad Akmal, dalam 
arahannya menyampaikan 
bahwa apel pagi bukan ha-
nya rutinitas, tetapi juga 

sarana untuk membangun 
komitmen bersama dalam 
memberikan pelayanan ter-
baik kepada masyarakat.

“Melalui apel pagi ini, kita 
perkuat karakter sebagai 
aparatur yang berintegritas, 
disiplin, dan responsif ter-
hadap kebutuhan masyara-
kat. Pelayanan prima harus 
menjadi prioritas utama 
dalam setiap pelaksanaan 
tugas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Akmal mene-

JAJARAN pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu saat mengikuti apel pagi sebagai bagian dari 
upaya penguatan karakter dan kedisiplinan pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat, Senin (6/4/2026). FOTO: HUMAS KANTOR IMIGRASI PALU

Kantor Imigrasi Palu 
Apel Pagi Guna Tingkatkan 

Disiplin PegawaiSULTENG RAYA – Men-
jelang peringatan Hari Bhak-
ti Pemasyarakatan (HBP) 
ke-62, Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) Kelas 
II Palu menunjukkan ke-
pedulian sosialnya melalui 
aksi kemanusiaan dengan 
menggelar donor darah 
massal di Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pemasy-
arakatan Sulawesi Tengah, 

Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini diikuti langs-

ung oleh Kepala LPKA Palu, 
Welli, bersama jajaran pe-
jabat struktural, staf, hing-
ga peserta magang. Aksi 
ini merupakan bagian dari 
rangkaian terpusat Direkto-
rat Jenderal Pemasyarakatan 
(Ditjenpas) yang dilaksana-
kan serentak di seluruh In-
donesia sebagai wujud bakti 

petugas pemasyarakatan 
kepada masyarakat.

Kepala LPKA Palu, Wel-
li, yang turun langsung 
mendonorkan darahnya, 
menyampaikan bahwa ke-
giatan ini bukan sekadar ru-
tinitas seremonial tahunan, 
melainkan bentuk nyata 
sinergi dan kepedulian ter-
hadap sesama.

"Setetes darah yang kita 

berikan hari ini adalah ha-
rapan bagi mereka yang 
membutuhkan. 

Melalui momentum HBP 
ke-62 ini, kami ingin me-
negaskan bahwa insan pe-
masyarakatan tidak hanya 
fokus pada pembinaan di 
dalam lembaga, tetapi juga 
hadir membawa manfaat 
langsung bagi aspek kema-
nusiaan di luar tembok kan-

KEPALA LPKA Palu, Welli, saat mendonorkan darahnya melalui kegiatan aksi donor darah massal menjelang HBP ke-62, Selasa 
(7/4/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Meriahkan HBP ke-62 dengan Aksi Donor Darah
tor," ujar Welli di sela-sela 
kegiatan.

Antusiasme pegawai 
LPKA Palu terlihat cukup 
tinggi. Tercatat sebanyak 
15 orang mendaftarkan diri 
sebagai calon pendonor. 
Namun, setelah melalui pro-
ses pemeriksaan kesehatan 
yang ketat (screening), se-
banyak 8 orang dinyatakan 
layak untuk melakukan 
donor, sementara sisanya 
terhambat karena alasan 
medis seperti kondisi fisik 
yang kurang fit, faktor te-

kanan darah, hingga kadar 
hemoglobin yang belum 
memenuhi syarat.

Salah satu pegawai LPKA 
Palu yang turut berpartisi-
pasi mengungkapkan rasa 
syukurnya bisa berkontri-
busi dalam kegiatan ini.

"Awalnya sempat tegang, 
tapi setelah dinyatakan se-
hat dan bisa mendonor, ada 
kepuasan tersendiri. Ini cara 
sederhana kami untuk mera-
yakan hari lahir Pemasyara-
katan dengan sesuatu yang 
bermanfaat bagi kesehatan 

diri sendiri dan orang lain," 
ucapnya.

Melalui aksi donor darah 
ini, LPKA Palu berharap 
dapat membantu menam-
bah stok darah di PMI Kota 
Palu serta mempererat tali 
silaturahmi antarpetugas di 
lingkungan Kanwil Kemen-
kumham Sulteng. Seman-
gat "Bakti Pemasyarakatan" 
diharapkan terus mengalir, 
seiring dengan dedikasi para 
petugas dalam menjalankan 
tugas mulia di tanah Kaili.*/
YAT

S U L T E N G  R A Y A  – 
Dalam rangka mendukung 
program ketahanan pangan 
nasional, Bhabinkamtibmas 
Desa Sausu Taliabo, Aiptu 
Dedi Sandria, melaksana-
kan pendampingan panen 
jagung milik warga binaan-
nya, pada Ahad (5/4/2026) 
pukul 08.30 wita hingga 
selesai. Kegiatan tersebut, 
dilaksanakan di lahan perta-
nian milik warga yang dike-
tahui bernama Pariyem yang 
berlokasi di Desa Sausu 
Taliabo, Kecamatan Sausu, 
Kabupaten Parigi Moutong, 
dengan luas sekitar 2 hekta-
re. Pendampingan ini me-
rupakan bagian dari peran 
aktif Polri melalui fungsi 
Bhabinkamtibmas dalam 
mendukung peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, 
khususnya di sektor per-
tanian, serta sebagai upa-
ya memperkuat ketahanan 
pangan di wilayah binaan.

D a l a m  k e t e r a n g a n -
nya, Aiptu Dedi Sandria 
menyampaikan bahwa 
kehadiran Polri di tengah 
masyarakat tidak hanya 

SULTENG RAYA – Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu, 
Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan 
Sulawesi Tengah mengge-
lar upacara bendera yang 
dirangkaikan dengan kenai-
kan pangkat bagi sejumlah 
pegawainya. 

Sebanyak 14 orang pe-
gawai resmi menyandang 
pangkat baru, naik satu 
tingkat dari Golongan II/b 

menjadi Golongan II/c un-
tuk periode April 2026 pada 
Senin (6/4/2026).

Kegiatan yang berlangs-
ung khidmat itu dipimpin 
langsung oleh Kepala LPKA 
Palu, Welli, dan diikuti oleh 
seluruh jajaran pejabat st-
ruktural, staf, peserta ma-
gang dan anak binaan LPKA 
Palu. Prosesi penyematan 
tanda pangkat baru dilaku-
kan kepada seluruh pegawai 
yang naik pangkat sebagai 

bentuk apresiasi atas de-
dikasi dan kinerja mereka 
selama ini.

Dalam amanatnya, Kepala 
LPKA Palu menyampaikan 
bahwa kenaikan pangkat 
ini bukan sekadar rutinitas 
administratif, melainkan 
bentuk apresiasi negara atas 
dedikasi dan loyalitas yang 
telah diberikan.

"Kenaikan pangkat ini 
adalah amanah yang harus 
dibarengi dengan pening-

BHABINKAMTIBMAS Desa Sausu Taliabo, Aiptu Dedi Sandria, saat 
melaksanakan pendampingan panen jagung milik warga binaannya, 
pada Ahad (5/4/2026) pagi. FOTO: DOK AIPTU DEDI SANDRIA

Bhabinkamtibmas Sausu 
Dampingi Panen Jagung Warga

WUJUD DUKUNGAN POLRI TERHADAP KETAHANAN PANGAN

dalam menjaga keamanan 
dan ketertiban, tetapi juga 
turut berperan dalam men-
dorong produktivitas warga. 
“Melalui kegiatan ini, kami 
berharap dapat memberikan 
motivasi kepada para petani 
untuk terus mengembang-
kan usaha pertanian serta 
memanfaatkan lahan yang 
ada secara optimal guna me-

ningkatkan perekonomian 
keluarga,” ujarnya. 

Dengan adanya kegiatan 
ini, diharapkan terjalin si-
nergitas yang baik antara 
Polri dan masyarakat dalam 
mendukung pembangunan 
di bidang pertanian serta 
mewujudkan kemandirian 
pangan di wilayah Kabupa-
ten Parigi Moutong.*/YAT

SULTENG RAYA - Kantor Imigrasi Kelas 
I TPI Palu melaksanakan apel pagi sebagai 
bagian dari upaya penguatan karakter dan 
kedisiplinan pegawai dalam rangka mening-
katkan kualitas pelayanan kepada masyara-
kat, Senin (6/4/2026).

kankan pentingnya menjaga 
etika pelayanan, mening-
katkan kecepatan dan ke-
tepatan dalam bekerja, ser-
ta memberikan pelayanan 
yang ramah dan humanis 
kepada masyarakat.

Dengan dilaksanakannya 
kegiatan ini secara konsis-
ten, diharapkan seluruh 
pegawai Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu dapat terus 
meningkatkan kualitas diri 
dan kinerja, sehingga mam-
pu memberikan pelayanan 
keimigrasian yang optimal, 
transparan, dan akuntabel.

Kantor Imigrasi Kelas 
I TPI Palu berkomitmen 
untuk terus melakukan 
pembenahan dan inovasi 
dalam rangka mewujudkan 
pelayanan publik yang ber-
kualitas dan terpercaya.*/YAT

KEPALA LPKA Palu, Welli, saat memasangkan tanda pangkat baru kepada pegawai yang mendapat-
kan kenaikan pangkat satu tingkat dari Golongan II/b menjadi Golongan II/c untuk periode April 2026 
pada Senin (6/4/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

Tingkatkan Profesionalisme, 14 Pegawai LPKA 
Palu Resmi Naik Pangkat Periode April 2026

katan kinerja. Dengan pang-
kat yang baru, saya berharap 
saudara sekalian semakin 
dewasa dalam berpikir dan 
bertindak, serta menjadi te-
ladan bagi rekan-rekan yang 
lain dalam mewujudkan pe-
layanan publik yang bersih 
dan berintegritas di LPKA 
Palu," ujar Welli.

Rasa syukur dan bangga 
tampak menyelimuti wajah 
ke-14 pegawai tersebut. Tau-
fiq Hidayah, salah seorang 
pegawai yang menerima 
kenaikan pangkat mengung-
kapkan rasa terima kasihnya 
atas dukungan institusi se-
lama ini.

"Hari ini adalah momen 
yang sangat berharga bagi 
kami. Kenaikan pangkat ke 
golongan II/c ini menjadi 
motivasi tambahan bagi 
saya pribadi untuk terus 
memberikan kontribusi ter-
baik bagi organisasi, khu-
susnya dalam mendukung 
pembinaan anak-anak bin-
aan di sini," ucapnya dengan 
penuh semangat.

Kegiatan ditutup dengan 
tradisi unik yang menam-
bah kehangatan suasana. 
Seluruh jajaran memberikan 
ucapan selamat yang diikuti 
dengan prosesi siraman 
bunga. Tradisi ini bermakna 
sebagai simbol pembersihan 
diri dan harapan agar para 
pegawai yang naik pangkat 
senantiasa menebarkan ke-
haruman lewat prestasi dan 
dedikasi dalam menjalankan 
tugas di masa mendatang.

Dengan bertambahnya 
kekuatan baru di jenjang 
pangkat yang lebih tinggi, 
LPKA Palu optimis dapat 
terus mewujudkan pelay-
anan publik yang semakin 
PRIMA (Profesional, Res-
ponsif, Integritas, Modern, 
dan Akuntabel). */YAT
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NOPOL : DN 5911 PV
NAMA : I MADE ERIK PURNA-

WAN
ALAMAT : TOVALO RT/RW -/- DS 

TOVALO KEC. KASIM-
BAR KAB. PARIGI MOU-
TONG

MERK/TYPE : YAMAHA SE88
NO RANGKA : MH3SE88H0RJ552660
NO MESIN :  E3R2E-3510384
NO BPKB : V06492434S1

BPKB HILANG

NOPOL : DN 5080 PQ
NAMA : I KADEK MAHADIKA 

BUANA PUTRA
ALAMAT : PURWOSARI RT/RW 

001/001 DS. PURWOSA-
RI KEC. TORUE KAB. 
PARIGI MOUTONG

MERK/TYPE : YAMAHA SE88
NO RANGKA : MH3SE88H0NJ412612
NO MESIN : E3R2E-3235470
NO BPKB : Q06913796S1

BPKB HILANG

NOPOL : DN 5707 PS

NAMA : NI LUH MIRA ASTUTI

ALAMAT : DUSUN ANTOSARI RT/

RW -/002 DS. BALINGGI 

KEC. BALINGGI KAB. 

PARIGI MOUTONG

MERK/TYPE : YAMAHA SE88

NO RANGKA : MH3SE88HOPJ485026

NO MESIN : E3R2E-3382752

NO BPKB : U0527059051

BPKB HILANG

“Peristiwa bersejarah hari 
ini mencerminkan visi bers-
ama kita tentang ekosistem 
pembayaran yang terinte-
grasi, efi sien, dan inklusif 
sebagai tulang punggung 
yang kuat dari konektivitas 
ekonomi digital yang lancar 
antara Indonesia dan Korea 
Selatan. Sekarang, masyara-
kat di kedua negara dapat 
melakukan transaksi lintas 
batas melalui aplikasi QR 
domestik, sehingga pemba-
yaran menjadi lebih cepat, 
mudah, murah, dan andal,” 
kata Gubernur BI Perry 
Warjiyo yang hadir secara 
virtual dalam Peluncuran 
QRIS Cross Border Indone-
sia-Korea Selatan yang dige-
lar di Kompleks BI, Jakarta 
Pusat, Rabu (1/4/2026). 

Perry menuturkan, kerja 
sama tersebut memperkuat 
inovasi dan menawarkan 
peluang baru bagi bisnis, 
terutama di sektor ekonomi 
digital. Dengan demikian, 
bisa lebih berkontribusi 
terhadap pertumbuhan ek-
onomi yang inklusif. 

“Ke depan, kami bertu-
juan untuk memperdalam 
kerja sama ini lebih lan-
jut dengan memperluas 
partisipasi, meningkatkan 
interoperabilitas, dan me-

PELUNCURAN QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026). FOTO: DOK BANK INDONESIA

BI Tingkatkan Konektivitas Ekonomi Digital, 
Kini Bisa Bayar Pakai QRIS di Korsel

SULTENG RAYA - Bank Indonesia (BI) me-
resmikan Quick Response Code Indonesian 
Standard (QRIS) cross border Korea Selatan 
pada 1 April 2026. Dengan demikian, masya-
rakat Indonesia kini bisa menggunakan QRIS 
di lima negara, yakni Singapura, Malaysia, 
Thailand, Jepang, dan  bertambah Korea 
Selatan (Korsel). 

ningkatkan pengalaman 
pengguna. Bersama-sama, 
kita tidak hanya menghu-
bungkan pembayaran, teta-
pi juga menghubungkan 
orang, bisnis, dan peluang 
lintas batas,” terangnya. 

Deputi Gubernur BI Fi-
lianingsih Hendarta me-

nuturkan, implementasi 
QRIS cross border Indo-
nesia-Korsel merupakan 
hasil kerja sama yang solid 
dengan berbagai pihak di 
kedua negara, mulai dari 
tahap desain, pengemban-
gan, hingga implementasi 
yang dilakukan pada Rabu 
(1/4/2026). Kerja sama ter-
sebut terbilang paling cepat 
dibandingkan implementasi 
QRIS cross border dengan 
negara-negara sebelumnya. 

“QRIS dengan Korea ini 
menjadi yang paling cepat di 
antara yang lainnya, kurang 
dari satu tahun. Kolaborasi 
yang erat ini memastikan 
bahwa inovasi yang kita 
bangun tidak hanya kuat se-
cara konsep tetapi juga siap 

digunakan untuk memberi-
kan manfaat yang nyata,” 
kata Fili. Ia menuturkan, 
implementasi QRIS cross 
border antara Indonesia 
dengan Korsel merupakan 
langkah konkret dalam me-
wujudkan agenda Blueprint 
Sistem Pembayaran Indone-
sia (BSPI) 2030. Ini merupa-
kan langkah strategis untuk 
mendorong transformasi 
digital yang tidak hanya 
berfokus pada digitalisasi, 
tetapi juga pada kedaulatan, 
efisiensi dan konektivitas 
global. 

“Implementasi QRIS an-
tarnegara antara Indonesia 
dengan Korsel ini tidak ha-
nya memudahkan transaksi. 
Kita tahu, banyak orang In-

donesia yang pergi ke Kor-
sel, mendatangi kafe-kafe, 
(menonton) drakor, dan juga 
orang Korea yang datang ke 
Indonesia, ini bisa terwujud. 
Ini membuka peluang un-
tuk sektor pariwisata dan 
sektor perdagangan, serta 
UMKM,” terangnya. 

Dengan demikian, Indo-
nesia bisa lebih terhubung 
dengan pasar yang lebih 
luas secara global. Fili me-
nekankan, Indonesia bisa 
terus memperkuat peran-
nya dalam membangun 
konektivitas pembayaran 
lintas negara yang efi sien, 
inklusif, dan berorientasi 
pada kepentingan nasional. 

Lebih lanjut, transaksi 
QRIS cross border menun-

jukkan perkembangan yang 
sangat positif. Data menun-
jukkan, volume transaksi in-
bound (orang luar negeri ke 
Indonesia) sudah mencatat 
5,9 juta transaksi, sementara 
transaksi outbound (orang 
Indonesia ke luar negeri) 
sebanyak 1,7 juta. 

“Capaian ini mencer-
minkan, QRIS antar negara 
merupakan solusi relevan 
yang dibutuhkan masy-
arakat. Dengan hadirnya 
Korea Selatan sebagai mitra 
baru, kita semakin memper-
kuat jaringan konektivitas 
pembayaran yang mendu-
kung konektivitas ekonomi 
dan keuangan digital di 
kawasan. Jadi saat ini kita 
sudah merangkul Asian plus 
three yaitu Jepang, Korea Se-
latan, dan mudah-mudahan 
bulan depan itu kita dengan 
Tiongkok sudah bisa terhu-
bung juga,” terangnya.

Deputy Head of Missi-
on Kedutaan Besar Korea 
Selatan untuk Indonesia 
Park Soo-Deok menutur-
kan,  implementasi QRIS 
cross border antara Indone-
sia dengan Korsel menjadi 
momen bersejarah yang 
menandai babak baru dalam 
kerja sama keuangan digital 
antara kedua negara.

“Penghubungan sistem 
pembayaran lintas-batas 
berbasis QR ini bukan se-
kadar capaian teknologi se-
mata, melainkan merupakan 
buah nyata dari kerja sama 
yang selama ini terjadi, yang 
manfaatnya dapat dirasa-
kan secara langsung oleh 
masyarakat kedua negara,” 
tuturnya. 

Soo-Deok mengatakan, 
implementasi QRIS cross 
border Indonesia-Korsel 

memiliki makna yang isti-
mewa, mengingat peluncu-
rannya bersamaan dengan 
kunjungan Presiden RI Pra-
bowo Subianto ke Korsel. 

“Hal ini membuktikan 
bahwa kerja sama ekonomi 
dan keuangan antara kedua 
negara terus berkembang se-
makin erat. Dengan momen-
tum kunjungan kenegaraan 
ini, kedua negara sedang 
berupaya untuk meningkat-
kan hubungan bilateral yang 
selama ini terjadi dalam 
kerangka special strategic 
partnership menuju special 
comprehensive strategic 
partnership, suatu kerangka 
kerja sama yang lebih men-
dalam dan komprehensif,” 
jelasnya.

Peningkatan tersebut, 
lanjutnya, mencerminkan 
hubungan kedua negara 
telah melampaui kerja sama 
biasa. Menurut penuturan 
Soo-Deok, peluncuran ter-
sebut menjadi salah satu 
hasil nyata dari kerja sama 
di level yang baru, sehingga 
masyarakat di kedua ne-
gara kini dapat menikmati 
layanan pembayaran yang 
lebih mudah, nyaman, dan 
aman. “Diharapkan hal ini 
sekaligus dapat mendorong 
perluasan pertukaran antara 
kedua negara, baik di bidang 
pariwisata, e-commerce, 
UMKM maupun berbagai 
sektor lainnya. Kedutaan 
Besar Republik Korea akan 
senantiasa memberikan 
dukungan dan perhatian 
penuh terhadap kerjasama 
dan inovasi keuangan di-
gital antara kedua negara, 
serta terus berperan sebagai 
jembatan bagi kerja sama 
antara sektor swasta dan 
Pemerintah,” tutupnya.RPB

PEDAGANG menunjukkan kantong plastik di salah satu toko plastik di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (2/4/2026).FOTO: REP

Harga Plastik Naik, PKL Tercekik
SULTENG RAYA - Kon-

fl ik di kawasan Timur Ten-
gah membuat harga plastik 
semakin melejit. Kondisi 
itupun membuat pedagang 
kaki lima (PKL) yang meng-
gunakan plastik sebagai sa-
lah satu komponen dagang-
nya, menjerit.

Hal tersebut seperti yang 
dialami pedagang es di 
Pasar Pagi Kota Cirebon. 
Naiknya harga plastik mem-
buat keuntungan mereka 
menjadi terkikis. Pasalnya, 
kenaikan harga plastik tidak 
diiringi dengan naiknya har-
ga jual dagangan mereka.

 “Pembeli pada protes, 
gak mau harga (minuman) 
es naik,” ujar pedagang 
es bernama Aeni, Sabtu 
(4/4/2026).

Ia mengatakan, sejak har-
ga gelas plastik/cup men-
galami kenaikan, ia sempat 
menaikkan harga jual minu-

man esnya menjadi Rp6.000 
per cup, atau naik Rp 1.000. 
Namun, karena diprotes 
pembeli, ia terpaksa kembali 
pada harga lama, yakni Rp 5 
ribu per cup. “Ya mau gima-
na lagi. Apalagi (dagangan) 
juga sepi,” tuturnya.

Aeni mengungkapkan, 
harga jual dagangan yang 
tidak ikut naik akhirnya 
membuat keuntungannya 
terkikis. Pasalnya, modal 
yang harus dikeluarkannya 
semakin besar.

Sementara itu, seorang 
pembeli es, Husen, mengaku 
kaget harga es yang biasa di-
belinya tiba-tiba mengalami 
kenaikan. Ia pun keberatan 
dan menolak harga yang 
lebih mahal.

“Ya kan kita sebagai pem-
beli tahunya harga es Rp 5 
ribu per cup. Kalau harga-
nya naik, ya keberatan lah,” 
ungkapnya.RPB



OPINI 5SULTENG RAYA
RABU, 8 APRIL 2026OPINI 5SULTENG RAYA

JUMAT 3 FEBRUARI 2023

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

JIKA bicara jujur, sebenarnya sudah ber-
tahun-tahun lamanya warga negeri ini dibuat 
bingung perihal auditor negara. Ada Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), juga ada Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP). Adapun untuk pemeriksaan yang lebih 
sempit, ada inspektorat jenderal dan inspekto-
rat daerah.

Semua lembaga pemeriksa keuangan itu 
sama-sama mengaudit pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. Namun, 
kerja bareng ini justru yang menjadi pangkal 
kebingungan masyarakat, termasuk peneg-
ak hukum.

Sudah menjadi pemandangan yang lumrah 
saat lembaga-lembaga auditor itu mengeluar-
kan hasil penghitungan yang berbeda, padahal 
objek yang diperiksa sama. Ketika itu terjadi, 
tiap-tiap lembaga tersebut langsung beradu 
argumen perihal metode dan definisi yang 
didasarkan pada tafsiran masing-masing. Jika 
para lembaga negara sudah saling adu argu-
men, masyarakat diminta duduk manis jadi 
penonton.

Saat negara ini baru berdiri, para pendiri 
bangsa langsung membentuk BPK pada 1947. 
Kebingungan baru terjadi saat generasi pene-
rusnya membentuk inspektorat daerah mulai 
tahun 1965 dan inspektorat jenderal pada 1966. 
Kebingungan semakin sempurna saat BPKP 
dibentuk pada 1983.

Dalam payung hukum dari berdirinya semua 
lembaga itu, sejatinya telah diatur tanggung ja-
wab dan kewenangan tiap lembaga. Sayangnya, 
semua pengaturan tersebut bersifat makro se-
hingga masing-masing berasa punya tanggung 
jawab dan wewenang yang sama.

Tumpang tindih pemeriksaan keuangan ne-
gara tentu tak terelakkan. Begitu pula dengan 
pemborosan keuangan negara karena harus 
menggaji ribuan auditor tersebut, sementara 
hasil pemeriksaan mereka kerap berbeda se-
hingga sulit dijadikan pegangan.

Parahnya lagi, aparat penegak hukum, baik 
polisi maupun jaksa, kerap memilih sendiri 
lembaga auditor yang akan dijadikan pegan-
gan dalam pemeriksaan kasus korupsi. Angka 
kerugian negara dalam kasus korupsi bisa 
berbeda-beda, tergantung siapa yang meng-
hitungnya.

Lebih anehnya lagi, polisi atau jaksa sering 
menghitung sendiri dan menggunakan hasil 
penghitungan mereka sebagai dasar penyelidi-
kan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian 
hukum oleh para penegak hukum.

Beruntung, pada Februari 2026 lalu Mah-
kamah Konstitusi (MK) memutuskan bah-
wa hanya BPK yang berwenang mengaudit 
dan menetapkan jumlah kerugian negara 
dari sebuah perbuatan yang diduga meru-
gikan negara.

Putusan itu keluar setelah dua mahasiswa, 
Bernita Matondang dan Vendy Setiawan, meng-
gugat Pasal 603 Undang-Undang No 1/2023 
tentang KUHP. Mereka menyebut adanya ke-
tidakjelasan mengenai lembaga audit keuangan 
negara, mekanisme pemeriksaan, serta standar 
penilaian kerugian keuangan negara.

Syukurlah, akhirnya kebingungan ini dapat 
dihentikan. Putusan MK itu menjadi angin 
segar karena memberi kepastian hukum di 
negeri ini. Tak ada lagi celah ketidakpastian 
yang selama ini jadi bahan adu argumen di 
ruang pengadilan.

Karena menjadi satu-satunya acuan di 
pengadilan, tentu hal itu memberi tantangan 
baru bagi BPK. Mereka harus memberikan hasil 
audit yang akurat dan presisi, juga metodologi 
akuntansi yang tak terbantahkan. Pasalnya, 
semua hasil audit tersebut mesti selaras den-
gan alat bukti yang dibawa penegak hukum 
ke pengadilan.

Dalam poin itu, dibutuhkan koordinasi apik 
BPK dan penegak hukum agar hasil audit tak 
terbantahkan oleh alat bukti yang ada. Begitu 
juga sebaliknya. Dua alat negara ini mesti ber-
gerak beriringan.

Namun, di atas semua itu, kejujuran dan 
integritas auditor tentu menjadi penentu uta-
ma. Auditor yang dimiliki BPK harus sosok 
yang cakap dan berani menolak tawaran suap. 
Cerita soal masih adanya auditor BPK yang 
mendekam di bui karena terima suap cukuplah 
jadi cerita di masa lalu. Auditor yang kotor tak 
boleh mendapat tempat.

Maka, harus dipastikan sistem yang menu-
tup celah bagi munculnya praktik culas itu 
mesti tertutup rapat. Tanpa perbaikan sistem, 
potensi bagi munculnya permainan baru bakal 
tetap ada. Jika itu yang terjadi, negeri ini akan 
terus-menerus dijebak dalam lingkaran setan 
yang sama. *Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 
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AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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PSN Jadi Fondasi Transformasi 
Ekonomi dan Kesejahteraan Papua

PEMBANGUNAN Papua saat ini berada pada 
momentum yang semakin kuat dan terarah, 
seiring dengan komitmen pemerintah dalam 
mempercepat realisasi Proyek Strategis Nasio-
nal (PSN) sebagai instrumen utama pemerataan 
pembangunan. 

KEHADIRAN PSN di Pa-
pua bukan sekadar program 
pembangunan biasa, melain-
kan representasi nyata dari 
keberpihakan negara dalam 
mendorong kemajuan wi-
layah timur Indonesia agar 
sejajar dengan daerah lain. 
Dengan potensi sumber daya 
alam yang melimpah, Papua 
memiliki peluang besar un-
tuk tumbuh menjadi pusat 
pertumbuhan ekonomi baru 
yang inklusif dan berkelan-
jutan.

Dukungan terhadap PSN di 
Papua menjadi sangat penting 
karena proyek-proyek terse-
but dirancang untuk membe-
rikan dampak langsung bagi 
kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu contoh konkret 
adalah pembangunan Pabrik 
Pupuk di Kabupaten Fakfak 
yang menjadi bagian dari 
agenda hilirisasi industri na-
sional. Proyek ini tidak hanya 
memperkuat sektor industri, 
tetapi juga menjadi fondasi 
penting dalam mendukung 
ketahanan pangan nasional. 
Dengan kapasitas produksi 
yang besar, keberadaan pa-
brik pupuk akan memastikan 
ketersediaan pupuk yang 
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di Papua. Pemerintah daerah 
menunjukkan komitmen ting-
gi dalam mengawal setiap ta-
hapan pembangunan, terma-
suk memastikan kesiapan ad-
ministratif dan teknis. Bupati 
Fakfak Samaun Dahlan secara 
tegas menyatakan bahwa 
pemerintah daerah siap men-
dukung penuh percepatan 
pembangunan proyek pabrik 
pupuk tersebut. Dukungan 
ini mencerminkan kesadaran 
kolektif bahwa pembangunan 
merupakan tanggung jawab 
bersama yang membutuhkan 
kolaborasi lintas sektor. Keter-
libatan aktif pemerintah daer-
ah juga memberikan jaminan 
bahwa pembangunan berjalan 
selaras dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat setempat.

Selain sektor industri, pem-
bangunan Papua juga diara-
hkan pada penguatan sek-
tor pertanian sebagai tulang 
punggung ekonomi masy-
arakat. Pemerintah Provin-
si Papua terus mendorong 
program swasembada padi 
melalui berbagai langkah stra-
tegis, seperti perluasan areal 
tanam, optimalisasi lahan, dan 
pengembangan padi gogo. 
Upaya ini terbukti membe-
rikan hasil positif dengan 
meningkatnya Nilai Tukar 
Petani (NTP), yang mencer-
minkan peningkatan daya 
beli dan kesejahteraan petani. 
Keberhasilan ini menunjuk-
kan bahwa pembangunan 
yang dilakukan tidak hanya 
berorientasi pada proyek be-
sar, tetapi juga menyentuh 
langsung kebutuhan dasar 
masyarakat, khususnya di 

sektor pertanian.
Kehadiran PSN seperti Pa-

brik Pupuk Fakfak memili-
ki keterkaitan erat dengan 
penguatan sektor pertanian 
tersebut. Dengan ketersediaan 
pupuk yang lebih terjamin 
dan distribusi yang lebih efi-
sien, petani di Papua akan 
mendapatkan dukungan yang 
lebih optimal dalam mening-
katkan hasil produksi. Hal 
ini menciptakan ekosistem 
pembangunan yang saling 
terintegrasi, di mana sektor 
industri dan pertanian ber-
jalan beriringan untuk men-
dorong pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan. Sinergi 
ini menjadi bukti bahwa PSN 
dirancang tidak hanya untuk 
pertumbuhan ekonomi makro, 
tetapi juga untuk memberikan 
manfaat nyata bagi masyara-
kat di tingkat akar rumput.

Stabilitas dan keharmonisan 
sosial di Papua juga terus ter-
jaga melalui kerja sama yang 
erat antara pemerintah, apa-
rat, dan masyarakat. Guber-
nur Papua Matius D. Fakhiri 
menegaskan bahwa kolabo-
rasi lintas sektor merupakan 
kunci dalam menciptakan 
kondisi yang kondusif bagi 
pembangunan. Pendekatan 
yang mengedepankan ni-
lai-nilai humanis dan keber-
samaan telah memperkuat 
kepercayaan masyarakat ter-
hadap proses pembangunan 
yang sedang berlangsung. 
Hal ini menjadi modal penting 
dalam memastikan bahwa 
setiap program pembangunan 
dapat berjalan dengan lancar 
dan memberikan hasil yang 

optimal.
Dukungan terhadap pem-

bangunan Papua juga datang 
dari berbagai tokoh daerah 
yang memiliki komitmen kuat 
terhadap kemajuan wilayah-
nya. Bupati Deiyai Melkius 
Mote menegaskan bahwa 
pihaknya siap mendukung 
seluruh program pemerintah, 
termasuk PSN, sebagai bagian 
dari upaya percepatan pem-
bangunan di Papua. Pernya-
taan ini mencerminkan se-
mangat kolektif masyarakat 
Papua dalam menyambut 
pembangunan sebagai pelu-
ang untuk meningkatkan ku-
alitas hidup dan kesejahteraan 
secara menyeluruh.

Dengan berbagai capaian 
dan komitmen yang telah 
ditunjukkan, pembangunan 
Papua melalui PSN semakin 
menunjukkan arah yang posi-
tif dan menjanjikan. Kolabora-
si yang kuat antara pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, dan 
masyarakat menjadi fondasi 
utama dalam mewujudkan 
Papua yang maju, mandi-
ri, dan sejahtera. Dukungan 
terhadap PSN bukan hanya 
bentuk partisipasi terhadap 
program pemerintah, tetapi 
juga investasi bersama untuk 
masa depan Papua yang lebih 
cerah. Dalam kerangka terse-
but, pembangunan Papua bu-
kan sekadar agenda nasional, 
melainkan gerakan bersama 
untuk menghadirkan keadilan 
sosial dan kesejahteraan yang 
merata bagi seluruh rakyat In-
donesia, khususnya masyara-
kat Papua. *Penulis merupakan 
Analis Pembangunan Daerah

lebih merata, khususnya bagi 
petani di wilayah Indone-
sia Timur, sehingga mampu 
meningkatkan produktivitas 
pertanian secara signifikan.

Komitmen pemerintah pu-
sat dalam mendorong per-
cepatan pembangunan ini 
terlihat dari perhatian serius 
Presiden Prabowo Subianto 
yang terus mengawal realisasi 
proyek tersebut hingga tahap 
implementasi. Langkah ini 
menunjukkan bahwa Papua 
menjadi bagian penting dalam 
strategi pembangunan nasio-
nal jangka panjang. Dukungan 
tersebut juga diperkuat oleh 
Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Bahlil Lahadalia 
yang secara konsisten men-
dorong masuknya investasi 
besar ke Papua sebagai upaya 
menciptakan pemerataan eko-
nomi dan membuka peluang 
kerja bagi masyarakat lokal. 
Pembangunan ini dipandang 
sebagai warisan berharga 
bagi generasi mendatang yang 
akan merasakan manfaatnya 
secara berkelanjutan.

Sinergi antara pemerintah 
pusat dan daerah menjadi 
kekuatan utama dalam me-
mastikan keberhasilan PSN 

OLEH : HENDARMAN

HASIL Program-
me for Internati-
onal Student As-
sessment (PISA) 

2022 menempatkan Indonesia 
di peringkat ke-69 dari sekitar 
80 negara, dengan skor literasi 
membaca masih jauh di ba-
wah rata-rata negara OECD. 
Bahkan, sekitar 75% murid 
Indonesia belum mencapai 
standar minimum literasi 
membaca. 

Di sisi lain, Indeks Pem-
bangunan Literasi Masyara-
kat (IPLM) pada 2023 baru 
berada di angka sekitar 64,68, 
menunjukkan capaian yang 
masih moderat. Ironisnya, 
tingkat melek huruf secara 
dasar sebenarnya sudah tinggi 
yaitu mendekati 96%. Artinya, 
persoalan literasi di Indonesia 
bukan lagi soal bisa membaca 
atau tidak, tetapi kemampuan 
memahami, mengolah, dan 
memanfaatkan informasi. Kita 
harus jujur bahwa sebenarnya 
Indonesia tidak sedang meng-
hadapi krisis kemampuan 
membaca, tetapi krisis budaya 
literasi.

Literasi sebagai Fondasi Peradaban 
Dalam kajian akademik, 

literasi tidak lagi dimaknai 
semata sebagai kemampuan 

BERBAGAI literatur dan teori menunjukkan 
bahwa tidak banyak yang lebih menentukan 
masa depan bangsa, selain kemampuan mem-
baca. Namun, justru di titik inilah Indonesia 
menghadapi persoalan serius. Masalahnya 
bukan sekadar rendahnya minat baca, tetapi 
lemahnya ekosistem literasi secara keseluruhan. 
Data mutakhir menunjukkan gambaran yang 
mengkhawatirkan. 

literasi di Indonesia masih 
belum berhasil atau masih 
gagal karena tidak ditopang 
oleh ekosistem yang utuh. 
Pertama, ketimpangan akses 
dan kualitas. 

Banyak daerah masih kek-
urangan bahan bacaan bermu-
tu, perpustakaan aktif, dan ru-
ang belajar yang mendukung. 
Kedua, kualitas pembelajaran 
di sekolah. Praktik pembelaja-
ran masih berorientasi hafalan, 
bukan pemahaman mendalam. 
Ini terlihat dari rendahnya 
kemampuan murid dalam 
menafsirkan teks kompleks 
pada PISA. Ketiga, minimnya 
budaya membaca di keluarga. 
Padahal, penelitian menunjuk-
kan bahwa kebiasaan memba-
ca anak sangat ditentukan oleh 
lingkungan rumah. Keempat, 
pengaruh media digital. Era di-
gital menghadirkan paradoks 
dimana informasi melimpah 
di satu sisi, tetapi di sisi lain 
kedalaman membaca justru 
menurun.

Menghidupkan Catur Pusat 
Pendidikan 

Menarik bahwa kementeri-
an yang mengurusi pendidi-
kan dasar dan menengah telah 
melibatkan ekosistem pendi-
dikan yang disebut sebagai 
Catur Pusat Pendidikan. Catur 
pusat pendidikan meliputi ke-
luarga, sekolah, masyarakat, 
dan media. Keputusan kemen-
terian dikatakan positif karena 
pendekatan ini sering di masa 
lalu, hanya menjadi jargon, 
bukan strategi operasional. 

Padahal, catur pusat pendi-
dikan dapat menjadi fondasi 
transformasi literasi nasional. 
Banyak yang belum menya-
dari, keluarga merupakan 
fondasi literasi sejak dini se-
bagai sekolah pertama. Studi 
internasional menunjukkan 

bahwa anak yang dibacakan 
buku sejak dini memiliki ke-
mampuan literasi lebih tinggi. 
Praktik baik dapat dilihat di 
Finlandia, dimana program 
family literacy menjadi bagian 
dari kebijakan nasional. Orang 
tua didorong membaca bersa-
ma anak setiap hari. 

Sebenarnya di Indonesia 
sudah ada beberapa gerakan 
seperti Gerakan Orang Tua 
Membacakan Buku (Gernas 
Baku). Sayangnya gerakan-ge-
rakan tersebut masih belum 
secara masif. Sekolah atau 
satuan pendidikan sering 
menjadi tumpuan utama, 
tetapi pendekatannya masih 
terbatas. Selama ini satuan 
pendidikan hanya dianggap 
sebagai tempat mengajar, 
dan bukan tempat membu-
dayakan. 

Program seperti Gerakan 
Literasi Sekolah (GLS) sudah 
ada, tetapi implementasinya 
sering formalistik, yaitu seka-
dar membaca 15 menit tanpa 
strategi pedagogis yang kuat. 
Seharusnya pembelajaran li-
terasi bergeser dari reading for 
compliance menuju reading 
for meaning, dan dari tes ha-
falan diubah menjadi analisis 
dan refleksi. 

Literasi tidak akan tumbuh 
jika hanya menjadi urusan 
sekolah. Di banyak negara 
maju, perpustakaan publik 
menjadi pusat komunitas. Di 
Korea Selatan dan Jepang, 
perpustakaan hidup sebagai 
ruang interaksi sosial. Apakah 
di Indonesia belum memiliki 
praktik-praktik seperti itu? 
Jawabannya tidak, karena ada 
beberapa praktik baik yaitu 
Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM), komunitas literasi lo-
kal, perpustakaan desa. 

Namun,  tantangannya 
adalah keberlanjutan dan 

dukungan kebijakan. Media, 
terutama digital, selama ini 
seringkali dianggap sebagai 
musuh literasi. Padahal, jika 
dikelola dengan baik, justru 
bisa menjadi alat transformasi. 
Artinya harus diubah mindset 
yaitu media dari distraksi 
menjadi edukasi. Tantangan-
nya adalah kualitas konten. 
Banyak informasi yang dang-
kal, bahkan menyesatkan. Ne-
gara seperti Estonia berhasil 
mengintegrasikan literasi di-
gital dalam sistem pendidikan 
secara komprehensif.

Pendekatan Ekosistem 
Untuk mengatasi masalah 

literasi, Indonesia tidak boleh 
hanya tergantung kepada 
program sektoral. Yang di-
butuhkan adalah pendekatan 
ekosistem dengan beberapa 
agenda strategis. Pertama, 
integrasi kebijakan lintas sek-
tor, yaitu bahwa literasi tidak 
hanya urusan pendidikan, 
tetapi juga sosial, budaya, dan 
ekonomi. Kedua, penguatan 
peran pemerintah daerah, dan 
literasi harus menjadi indika-
tor kinerja daerah. 

Ketiga, penguatan literasi 
digital karena literasi abad 21 
tidak bisa dilepaskan dari te-
knologi. Yang juga penting bah-
wa krisis literasi bukan sekadar 
masalah pendidikan, tetapi ma-
salah peradaban. Jika kita gagal 
membangun budaya literasi, 
maka kita akan kesulitan meng-
hadapi tantangan global, mulai 
dari disrupsi teknologi hingga 
polarisasi sosial. Catur pusat 
pendidikan menawarkan jalan 
keluar yang komprehensif dan 
bermakna jika dihidupkan se-
bagai gerakan bersama, bukan 
sekadar konsep. Penulis: Ketua 
Tim Pakar Jabatan Fungsional 
Analis Kebijakan INAKI/Dosen 
Sekolah Pascasarjana Universitas 
Pakuan, Bogor  *SindoNews.Com.

membaca dan menulis. UNES-
CO (2024) mendefinisikan 
literasi sebagai kemampu-
an untuk mengidentifikasi, 
memahami, menafsirkan, 
menciptakan, dan mengomu-
nikasikan informasi dalam 
berbagai konteks. Sejalan den-
gan itu, Brian Street (1984) 
membedakan literasi dalam 
dua model. 

Model pertama autonomous 
model, menempatkan literasi 
sebagai keterampilan tek-
nis. Model kedua, ideological 
model menempatkan literasi 
sebagai praktik sosial yang 
dipengaruhi budaya Selama 
ini Indonesia cenderung terje-
bak pada model pertama yaitu 
lebih mengejar angka, skor, 
dan kemampuan dasar tanpa 
membangun budaya literasi 
sebagai praktik hidup. Pa-
dahal, menurut Paulo Freire, 
literasi adalah proses “mem-
baca dunia”, bukan sekadar 
membaca teks. Artinya, litera-
si adalah alat pembebasan, 
bukan sekadar kompetensi 
akademik.

Ekosistem yang Terfragmentasi 
Mengapa literasi Indonesia 

sulit berkembang? Jawaban-
nya bukan tunggal, melainkan 
sistemik. Secara sederhana, 

Mengatasi Krisis Literasi, Menghidupkan Catur Pusat Pendidikan
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SULTENG RAYA - Otori-
tas Jasa Keuangan (OJK) me-
luncurkan Panduan Media 
Sosial Perbankan (Banking 
in Social Media Guideline) 
bagi industri bank umum 
sebagai panduan dalam 
mengelola aktivitas media 
sosial secara terarah, pro-
fesional, dan bertanggung 
jawab.

Peluncuran Panduan Me-
dia Sosial Perbankan dilaku-
kan oleh Kepala Eksekutif 
Pengawas Perbankan OJK 
Dian Ediana Rae bersama 
pimpinan industri bank 
umum di Jakarta, Senin 
(6/4/2026).

Dian menyampaikan, 
media sosial telah berkem-
bang menjadi salah satu 

kanal utama komunikasi 
antara industri perbankan 
dan masyarakat. Kehadiran 
media sosial tidak hanya 
memperluas akses infor-
masi serta promosi produk 
dan layanan perbankan, 
tetapi juga membuka ru-
ang interaksi yang lebih 
dinamis antara bank dan 
nasabah.

“Media sosial kini menjadi 
sarana penting bagi perban-
kan untuk meningkatkan 
interaksi dengan nasabah, 
memperluas jangkauan lay-
anan, memperkuat loyalitas 
pelanggan, serta menjadi ka-
nal strategis dalam pengem-
bangan produk dan layanan 
perbankan berbasis digital. 
Namun demikian, penggun-
aan media sosial dalam indus-
tri perbankan juga membawa 
risiko baru, khususnya risiko 
reputasi yang bersumber dari 
dinamika sentimen di ruang 
digital yang berpotensi meng-
guncang stabilitas keuangan,” 
kata Dian.

Dalam Panduan Media 
Sosial Perbankan ini, pen-
gelolaan aktivitas media 
sosial bank dilakukan secara 
menyeluruh dan terstruktur 
dengan bertumpu pada tiga 
pilar utama, yaitu Gover-
nance yang mencakup tata 
kelola dan proses penge-
lolaan media sosial; Risk 
Management yang men-
gintegrasikan pengelolaan 
risiko media sosial ke dalam 

kerangka manajemen risiko 
bank; serta Compliance & 
Monitoring yang memasti-
kan seluruh aktivitas media 
sosial bank selaras dengan 
kebijakan internal maupun 
ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan yang 
berlaku.

Panduan ini juga menca-
kup aspek strategi komu-
nikasi krisis (social media 
crisis management), terma-
suk penerapan social media 
stress test sebagai instrumen 
baru dalam skenario mana-
jemen risiko perbankan di 
era digital. 

Hal ini dilatarbelakangi 
oleh pengalaman global, 
khususnya kasus kejatuhan 
Silicon Valley Bank dan 
Credit Suisse, yang menun-
jukkan bagaimana sentimen 
negatif di media sosial dapat 
menjadi akselerator bank 
run dan mengancam stabi-
litas institusi keuangan. 

“Stabilitas keuangan tidak 
lagi hanya ditentukan oleh 
neraca dan rasio keuangan, 
tetapi juga oleh kecepatan 

dan kualitas manajemen 
komunikasi digital. Oleh 
karena itu, bank perlu me-
miliki kemampuan untuk 
memantau, menganalisis, 
dan merespons sentimen 
publik di media sosial seca-
ra cepat dan tepat,” imbuh 
Dian.

Panduan ini juga menga-
tur secara khusus mengenai 
kemitraan bank dengan 
influencer keuangan atau 
finfluencer, termasuk aspek 
transparansi, pengungkapan 
konflik kepentingan, serta 
tanggung jawab bank atas 
konten yang dipublikasikan 
melalui kanal tersebut. 

Pengaturan ini bertuju-
an melindungi konsumen 
dari potensi informasi yang 
menyesatkan sekaligus men-
jaga integritas komunikasi 
pemasaran produk dan la-
yanan keuangan di ruang 
digital.

“Kami berharap seluruh 
bank dapat semakin me-
ningkatkan kesadaran dan 
kapasitas dalam mengelola 
media sosial secara profe-

sional, transparan, dan ber-
tanggung jawab. Panduan 
ini diharapkan menjadi ruju-
kan bersama dalam memas-
tikan bahwa aktivitas media 
sosial perbankan selaras 
dengan prinsip kehati-ha-
tian, kepatuhan terhadap 
regulasi, serta komitmen 
untuk menjaga kepercayaan 
masyarakat,” ujar Dian.

Panduan Media Sosial 
Perbankan ini melengkapi 
berbagai kebijakan OJK 
dalam mendukung akse-
lerasi transformasi digi-
tal perbankan, antara lain 
POJK No. 11/POJK.03/2022 
tentang Penyelengga-
raan Teknologi Informasi 
oleh Bank Umum, SEOJK 
No. 29/SEOJK.03/2022 
tentang Ketahanan dan 
Keamanan Siber bagi Bank 
Umum, SEOJK No. 24/
SEOJK.03/2023 tentang 
Penilaian Tingkat Matu-
ritas Digital Bank Umum, 
Panduan Resiliensi Digital, 
serta Panduan Tata Kelola 
Kecerdasan Artifisial Per-
bankan Indonesia. */RHT

OJK Terbitkan Panduan Media Sosial Perbankan

KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. FOTO: DOK. OJK 

SULTENG RAYA - Ketekunan 
dan keberanian memulai dari skala 
kecil mengantarkan Yulianti Yusup, 
pelaku usaha kue semprong dan 
kue kering asal Lampung, menapaki 
perjalanan bisnisnya. 

Dari tangan terampil Yulianti, 
usaha ini berkembang dan semakin 
dikenal pasar hingga kebanjiran 
pesanan. Di balik majunya usaha 
tersebut, dukungan pembiayaan 
dan pendampingan dari BRI turut 
memperkuat langkah usahanya.

Yulianti bercerita, dimulai dari 
dapur rumahan yang ia miliki serta 
dengan modal terbatas dan resep ke-
luarga, ia memulai usaha kue dengan 
menjual produk kepada tetangga dan 
pasar sekitar. Seiring waktu, kualitas 
produk yang terjaga serta keperca-
yaan pelanggan mendorong pening-
katan permintaan secara signifikan.

“Saya berusaha menggunakan 
pengetahuan saya untuk mengem-
bangkan produk kue yang diminati 
warga sekitar. Alhamdulillah ba-
nyak yang suka. Biasanya momen 
Ramadan dan Lebaran menjadi 
puncak pesanan. Permintaan kue 
semprong dan kue kering mening-
kat seiring kebutuhan masyarakat 
akan hidangan Lebaran maupun 
bingkisan untuk kerabat. Kondisi 
ini membuat aktivitas produksi 
meningkat drastis dibandingkan 
hari biasa,” ujarnya.

Di sisi lain, meski aktivitas pro-
duksi menjelang Lebaran menjadi 
lebih padat, justru periode ini men-
jadi momen paling berkesan bagi 
Yulianti. Pasalnya, di tengah kesibu-
kan memenuhi pesanan, ia melihat 
peluang untuk melibatkan lebih 
banyak warga sekitar agar seluruh 
pesanan dapat terpenuhi tepat 
waktu. Kondisi tersebut tidak hanya 
mendukung kelancaran operasional 
usaha, tetapi juga mampu membe-
rikan tambahan penghasilan bagi 
masyarakat yang terlibat.

“Walaupun produksinya jadi le-
bih padat, di situ saya malah merasa 
paling senang, karena bisa berbagi 
kesempatan dengan warga sekitar 
untuk menambah penghasilan, 
sehingga mereka ikut merasakan 

manfaatnya. Itu yang paling berarti 
bagi saya,” ucap Yulianti. 

Ia juga menyebut, di balik per-
tumbuhan usaha tersebut, dukun-
gan BRI menjadi faktor penting 
yang memperkuat fondasi bisnis 
Yulianti. Melalui akses pembiayaan 
mikro, BRI membantu mening-
katkan kapasitas produksi, yang 
mencakup pembelian bahan baku 
hingga pengadaan kelengkapan 
alat masak, sehingga usaha dapat 
berkembang lebih optimal.

Tidak hanya dari sisi permodalan, 
BRI juga memberikan kemudahan 
dalam transaksi melalui layanan 
digital seperti QRIS. Layanan ini 
memudahkan pelanggan dalam 
melakukan pembayaran, sekaligus 
mendorong usaha menjadi lebih 
modern dan efisien.

“Meski saya pelaku usaha kecil, 
namun saya tetap didampingi oleh 
BRI dan merasakan manfaat atas 
kehadiran BRI. Kami dibantu dia-
jarkan oleh petugas BRI mengenai 
pengelolaan keuangan dan kiat 
mengembangkan usaha. Dukungan 
ini menjadi kunci bagi saya untuk 
dapat tumbuh,” ujarnya.

Ke depan, Yulianti berharap 
usahanya dapat terus berkembang 
dan menjangkau pasar yang lebih 
luas. Ia juga berkomitmen untuk 
terus memberdayakan masyarakat 
sekitar melalui penciptaan lapangan 
kerja. “Harapannya usaha ini bisa 
semakin dikenal luas dan terus 
memberikan manfaat bagi lingkun-
gan sekitar,” tambahnya.

Direktur Micro BRI Akhmad 
Purwakajaya mengungkapkan 
sosok Yulianti merupakan cermi-
nan Kartini masa kini, perempuan 
tangguh yang menjadi penggerak 
ekonomi negeri.

“Dengan dukungan berkelan-
jutan dari BRI, kisah Yulianti men-
jadi bukti bahwa usaha UMKM 
perempuan yang dikelola dengan 
ketekunan dan didukung oleh 
ekosistem yang tepat, akan mam-
pu tumbuh, berdaya saing, serta 
memberikan dampak nyata bagi 
perekonomian masyarakat,” pung-
kas Akhmad. RHT

Dari Dapur Sederhana, 
Yulianti dan BRI Kembangkan 
Usaha Kue dan Banjir Pesanan 

SULTENG RAYA - PT Vale 
Indonesia, grup MIND ID 
membuka kesempatan kerja 
praktik dan penelitian tugas 
akhir bagi siswa SMA/setara 
dan mahasiswa, untuk belajar 
bersama di Perusahaan. 

Kerja Praktik/Penelitian 
Tugas Akhir sebagai wujud 
pemberdayaan masyarakat, 
khususnya di dunia pen-
didikan agar peserta dapat 
menyelesaikan tugas akhir 
serta menimba pengalaman di 
PT Vale dalam durasi waktu 
terbatas.

Pendaftaran kerja praktik 
dan penelitian tugas akhir 
mulai terbuka pada 6 hingga 
18 April 2026. Calon peser-
ta adalah siswa SMA atau 
mahasiswa yang masih aktif 
bersekolah/kuliah. Selan-
jutnya, akan ada tahapan 
verifikasi berkas berlangsung 
pada 19 April – 2 Mei 2026 
dan Informasi penerimaan 
ikut program pada 3 – 16 Mei 
2026. Terakhir, onboarding 18 
Mei 2026.

Program ini mencantum-
kan syarat sebagai berikut; 
KTP, kartu Siswa/Mahasiswa, 
surat resmi dari kampus/se-
kolah, surat keterangan sehat, 
kartu keanggotaan BPJS Kese-
hatan atau asuransi kesehatan 
lainnya, dan foto terbaru.

Dengan melengkapi semua 
syarat yang ad aitu,peserta 
dapat melakukan pendafta-
ran. Adapun periode Ker-
ja Praktik/Penelitian Tugas 
Akhir di PT Vale Indonesia 
Tbk dilakukan secara berkala 
pada bulan Januari, Mei, dan 
September. 

Selain itu, PT Vale juga 
membuka kesempatan untuk 
Kerja Praktik / Tugas Akhir 
pada bulan Agustus dengan 
pembelajaran secara online 

selama satu bulan untuk ke-
mudian dilanjutkan dengan 
pelaksanaan program pada 
lokasi kerja.

Selanjutnya, proses selek-
si peserta mencantumkan 
syarat yakni membuat essai 
pendek (150-300 kata) yang 
menguraikan alasan calon 
peserta memilih PT Vale In-
donesia sebagai lokasi ker-
ja praktik/penelitian tugas 
akhirnya. Kemudian, berse-
dia menandatangani pakta 
integritas terkait kerahasiaan 
data Perusahaan dan bersedia 
menyerahkan dokumen hasil 
tugas akhirnya dalam format 
pdf untuk menjadi arsip pe-
rusahaan.

Tata Cara Daftar 
Daftarkan diri melalui for-

mulir yang tersedia dengan 
melengkapi semua syarat dan 
ketentuan yang ada.

Periode Kerja Praktik/Pe-
nelitian Tugas Akhir di PT 
Vale Indonesia Tbk dilakukan 
secara berkala pada bulan 
Januari, Mei, dan September. 
Form pendaftaran (https://
vale.com/in/indonesia/ker-
ja-praktik-dan-penelitian-tu-
gas-akhir) akan dibuka satu 
bulan sebelum periode terse-
but dimulai.

Pengumuman akan diki-
rimkan ke alamat email dan 
WA yang didaftarkan pada 
formulir. Karenanya, pastikan 
Anda mendaftarkan alamat 
email dan WA yang aktif.

Timeline Kerja Praktik/Peneli-
tian Tugas Akhir

Peserta Program Kerja Prak-
tik/Penelitian Tugas Akhir 
bisa memilih durasi antara 
1 hingga 4 bulan di setiap 
batch nya. Peserta Program 
Kerja Praktik/Penelitian Tu-

YULIANTI. FOTO: DOK. BRI 

PT Vale Membuka Kesempatan 
Kerja Praktik dan Penelitian Tugas Akhir

PT VALE Indonesia Tbk. FOTO: ISTIMEWA

gas Akhir bisa memilih durasi 
antara 1 hingga 4 bulan di 
setiap batch nya.

Fasilitas yang Disiapkan bagi 
Peserta

• Kesempatan belajar ten-
tang bisnis pertambangan 
berkelanjutan di PT Vale In-
donesia.

• 3 kali makan setiap hari 
kerja di kantin perusahaan.

• Tempat tinggal di wilayah 
operasi perusahaan selama 
masa program.

• Transportasi dari dan ke 
penginapan di lokasi kerja 
praktik selama masa kerja 

praktik/penelitian tugas akhir
• Sertifikat partisipasi pro-

gram.
Pada prinsipnya Perusa-

haan menerima semua ma-
hasiswa dari segala jurusan, 
namun dengan memper-
timbangkan jurusan yang 
relevan dengan industri per-
tambangan. Untuk saat ini 
PT Vale buka kesempatan 
Program Kerja Praktik/Pe-
nelitian Tugas Akhir hanya 
untuk penempatan di Blok 
Sorowako. Untuk pertanyaan 
lebih lanjut, silakan kirim 
email kepada ptvi.practical.
work@vale.com. RHT
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“Musuh Amerika-Zionis 
(Israel) telah meluncur-
kan beberapa serangan di 
pulau Kharg, dan beberapa 
ledakan telah terdengar di 
sana,” demikian laporan 
kantor berita Iran, Mehr.

Menurut unggahan jur-
nalis Barak Ravid dari situs 
berita Axios, mengutip 
seorang pejabat AS, men-
gungkap bahwa AS mela-
kukan “serangan terhadap 
target militer” di pulau 
yang terletak di lepas pan-
tai barat Iran tersebut.

Sementara itu laporan 
media Wall Street Journal 
mengatakan serangan ter-
baru AS itu menghantam 
sebanyak 50 target militer 
di Pulau Kharg.

Serangan ini terjadi be-
berapa jam sebelum batas 
waktu ultimatum Presiden 
AS Donald Trump, yang 
disebut akan “meratakan” 
Iran dan membuat negara 
itu “bak neraka” jika tak 
membuka Selat Hormuz.

Pulau Kharg adalah da-
ratan karang yang luasnya 
sekitar sepertiga Manhattan, 
AS, dan terletak sekitar 25 
kilometer dari pantai Iran di 
Teluk Persia. Warga mengen-
al Pulau Kharg sebagai “Pulau 
Terlarang” karena penga-
wasan militer yang ketat.

Sejak lama, Pulau Kharg 
menjadi tulang punggung 
ekonomi Iran. Dokumen 
CIA pada 1984 menyebut 
fasilitas di sana sebagai 
yang paling vital dalam 
sistem minyak Iran dan 
operasionalnya sangat pen-
ting bagi kesejahteraan 
ekonomi negara.

Iran sendiri tak menun-
jukkan tanda-tanda meny-
etujui ultimatum Trump 
untuk membuka Selat Hor-
muz paling lambat pada Se-
lasa (7/4) malam waktu AS.

Jelang tenggat waktu 
itu, serangan terhadap 
Iran juga meningkat se-
panjang hari, menghantam 
jembatan kereta api, jalan 

raya, bandara, dan pabrik 
petrokimia, serta merusak 
saluran listrik.

Sebuah sumber senior 
mengatakan Iran telah 
menolak proposal genca-
tan senjata selama 45 hari 
yang disampaikan oleh 
para mediator.

Iran menegaskan pembi-
caraan tentang perdamai-
an hanya dapat dimulai 
setelah AS dan Israel men-
gakhiri serangan mere-
ka, memberikan jaminan 
bahwa mereka tidak akan 
melanjutkan serangan, dan 
menawarkan kompensasi 
atas kerusakan.

S e b e l u m n y a  T r u m p 
memberi tenggat waktu 
Selasa (7/4) malam un-
tuk mengakhiri blokade 
minyak di Teluk. Trump 
mengancam jika Selat Hor-
muz  tidak dibuka, dia ba-
kal menghancurkan setiap 
jembatan dan pembangkit 
listrik di Iran dalam waktu 
empat jam. CNN

kerjaan Umum dan Tata 
Ruang (PUTR) Edy Dwi 
Saputro, Kepala Dinas So-
sial Ariyanto, Kepala Dinas 
Pariwisata Jufrin, Kepala 
Badan Keuangan dan Aset 
Daerah (BKAD) Mahmud, 
Kepala Bapperida Agus 
Munandar, Kepala Dinas 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Perkim) Am-
rin, Kepala Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan Hajar 
Modjo, serta Kepala Dinas 
Tanaman Pangan, Horti-
kultura, dan Perkebunan 
(Distanhorbun) Mohamad 
Afit Lamakarate.

Turut hadir unsur keca-
matan, pemerintah desa, 
Kepala Puskesmas Lindu, 
dan tenaga medis setempat.

Saat meninjau kawasan 
wisata Danau Lindu, Bupa-
ti menekankan pentingnya 
pembenahan menyeluruh 
terhadap fasilitas dasar, 
terutama penyediaan air 
bersih, penataan kawasan 
wisata, serta perbaikan 
“cottage” atau penginapan 
sederhana milik warga di 
sekitar danau.

Menurut Rizal, sistem 
penyediaan air bersih di 
kawasan tersebut harus se-
gera dibenahi melalui peng-
gantian jaringan pipa lama 
dengan material yang lebih 
baik dan tahan lama. Ia juga 
meminta agar setiap rumah 

warga dipasangi meteran 
air sebagai langkah menuju 
pengelolaan yang lebih ter-
tib dan berkelanjutan.

“Pada tahap awal, lay-
anan air bersih bisa digra-
tiskan untuk masyarakat. 
Namun ke depan perlu 
diatur agar ada kontri-
busi yang masuk sebagai 
Pendapatan Asli Daerah, 
sehingga manfaatnya dapat 
kembali kepada masyara-
kat,” ujar Rizal di Lindu, 
Minggu (5/4/2026).

Selain penyediaan air 
bersih, Bupati juga me-
minta agar fasilitas cottage 
diperbaiki secara menye-
luruh agar lebih layak dan 
nyaman bagi wisatawan 
yang datang saat Festival 
Danau Lindu maupun pada 
hari-hari biasa.

Ia menilai, meskipun 
penginapan tersebut memi-
liki tampilan sederhana, ku-
alitas bagian dalam harus 
ditingkatkan agar mampu 
memberikan kenyamanan 
dan pengalaman yang baik 
bagi pengunjung.

“Kalau kita ingin orang 
datang ke Lindu, maka kita 
harus pastikan tempat ini 
nyaman. Kita sendiri harus 
bangga dulu dengan daer-
ah ini,” katanya di hadapan 
camat, kepala desa, dan 
masyarakat.

Rizal juga menyinggung 

rencana penataan kawasan 
pelabuhan dan sejumlah 
akses pendukung lainnya. 
Menurutnya, pemerintah 
daerah telah menyiapkan 
anggaran ratusan juta ru-
piah untuk mendukung 
pembenahan tersebut, ter-
masuk penataan satu pela-
buhan utama agar lebih re-
presentatif dan menunjang 
mobilitas wisatawan.

Di sektor pertanian, 
Bupati mendorong opti-
malisasi lahan tidur mel-
alui program optimalisasi 
lahan (oplah), khususnya 
terhadap bekas sawah yang 
tidak lagi produktif agar 
dapat difungsikan kembali 
sebagai lahan pertanian.

Menurutnya, pengem-
bangan sektor pariwisata 
harus berjalan seiring den-
gan penguatan sektor per-
tanian, sehingga manfaat 
ekonomi yang dirasakan 
masyarakat menjadi lebih 
luas dan berkelanjutan.

Kunjungan tersebut 
menjadi bagian dari lang-
kah konkret Pemerintah 
Kabupaten Sigi  untuk 
memastikan kesiapan ka-
wasan Danau Lindu se-
bagai destinasi unggulan 
Sulawesi Tengah, sekaligus 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi masyarakat lokal 
melalui sektor pariwisata 
dan pertanian. FRY

Namun, di ruang sidang 
DPRD, idealisme itu mulai 
diuji oleh realitas.

Dalam rapat Paripurna 
penyampaian LKPJ tahun 
2025 yang dipimpin Ketua 
DPRD Parigi Moutong, Alf-
red Mas Boy Tonggiroh, Se-
lasa (7/4/2026), suara-sua-
ra kritis dari wakil rakyat 
mengemuka. Di hadapan 
Wakil Bupati Abdul Sa-
hid dan jajaran pemerintah 
daerah, sejumlah anggota 
dewan mempertanyakan 
sejauh mana visi tersebut 
benar-benar hadir di tengah 
masyarakat.

Anggota DPRD dari Frak-
si PKB, Arman Lawaha, 
menjadi salah satu yang 
paling vokal. Ia menilai, 
program yang selama ini 
digaungkan belum menun-
jukkan bentuk nyata yang 
bisa dirasakan langsung 
oleh masyarakat desa.

“Program membangun 
dari desa ini belum mem-

perlihatkan wujud yang 
sesungguhnya. Misalnya 
pembagian gas gratis bagi 
masyarakat ekonomi lemah, 
sampai hari ini belum terli-
hat keseriusannya,” ujarnya.

Pernyataan itu bukan 
sekadar kritik, tetapi juga 
cerminan kegelisahan par-
lemen terhadap jarak antara 
janji dan pelaksanaan. Bagi 
DPRD, sebagai representasi 
rakyat, pengawasan ter-
hadap jalannya pemerinta-
han adalah mandat yang tak 
bisa ditawar.

Nada serupa datang 
dari politisi PPP, Abdin. Ia 
menyoroti janji penerangan 
jalan yang sempat disampai-
kan Wakil Bupati pada awal 
tahun. Saat itu, target ambi-
sius dicanangkan: seluruh 
lampu jalan di Kota Parigi 
akan menyala. Namun di 
lapangan, cerita yang ber-
kembang tak sepenuhnya 
sejalan.

“Memang ada yang sudah 

menyala, tapi faktanya ma-
sih banyak titik yang gelap. 
Ini berdampak langsung, 
bahkan memicu kecelakaan 
di sejumlah wilayah,” kata 
Abdin.

Bagi masyarakat, lampu 
jalan bukan sekadar fasili-
tas, tetapi simbol kehadiran 
negara dalam menjamin 
keamanan dan kenyamanan. 
Ketika sebagian wilayah 
masih gelap, maka yang 
dipertanyakan bukan hanya 
lampunya, tetapi juga ko-
mitmen terhadap janji.

Tak berhenti di situ, Ab-
din juga menyinggung hal 
yang lebih bersifat historis 
dan emosional, penghar-
gaan terhadap para peju-
ang pemekaran Kabupaten 
Parigi Moutong. Menjelang 
peringatan HUT ke-24 tahun 
2026, ia menilai perhati-
an terhadap mereka masih 
minim.

“Selama ini belum pernah 
ada undangan khusus bagi 

para pejuang pemekaran. 
Padahal mereka punya jasa 
besar bagi daerah ini,” te-
gasnya.

Rangkaian kritik yang 
mengalir dalam forum res-
mi tersebut menjadi lebih 
dari sekadar catatan eva-
luasi tahunan. Ia menjel-
ma sebagai sinyal bahwa 
DPRD mulai meningkatkan 
tekanan terhadap pemerin-
tah daerah—bukan untuk 
menjatuhkan, tetapi untuk 
memastikan bahwa setiap 
janji politik tidak berhenti 
sebagai slogan.

Gerbang Desa, sebagai se-
buah visi, kini berada di per-
simpangan, antara harapan 
yang dulu dijanjikan dan 
tuntutan realisasi yang kini 
ditagihkan. Di titik inilah, 
publik menunggu—apakah 
ia akan benar-benar menjadi 
jalan masuk menuju peruba-
han, atau sekadar gerbang 
yang belum sempat terbuka 
sepenuhnya. AJI

tersendiri. Jarak tempuh 
menuju pusat rujukan di 
wilayah selatan membuat 
biaya operasional ambulans 
membengkak. Dalam satu 
kali perjalanan rujukan, 
biaya bahan bakar bisa men-
capai sekitar Rp800 ribu.

Di sisi lain, mekanisme 
penggantian biaya dari pe-
merintah daerah belum 
berjalan optimal. Klaim 
yang diajukan Puskesmas 
seringkali baru dibayarkan 
setelah dua hingga tiga 
bulan. Kondisi ini mencip-
takan kesenjangan antara 
kebutuhan layanan yang 
mendesak dan ketersediaan 
anggaran yang terbatas.

“Dari Januari sampai Ma-
ret itu belum dibayarkan. 
Jadi kami tetap jalan dulu 

melayani pasien, sementara 
penggantian bisa dua sam-
pai tiga bulan baru cair,” 
jelas Nurlian.

Situasi tersebut menem-
patkan tenaga kesehatan 
pada posisi dilematis. Di 
satu sisi, pelayanan tidak 
boleh berhenti  karena 
menyangkut keselamatan 
jiwa. Namun di sisi lain, 
keterbatasan anggaran 
memaksa mereka mencari 
dana talangan secara man-
diri, bahkan dari sumber 
yang tidak ideal.

“Kami ini kerja dulu, ang-
garan belum ada. Jadi ter-
paksa pinjam, termasuk ke 
yang punya tambang. Nanti 
kalau sudah cair, baru kami 
kembalikan,” ungkapnya.

Fenomena ini menjadi 

potret nyata bahwa per-
soalan pelayanan kesehatan 
di daerah bukan semata 
soal tenaga medis atau fasi-
litas, tetapi juga menyang-
kut sistem pembiayaan 
yang belum sepenuhnya 
responsif terhadap kondisi 
lapangan.

Nurlian berharap peme-
rintah daerah dapat meng-
hadirkan solusi konkret, 
salah satunya melalui ske-
ma dana talangan resmi 
bagi Puskesmas. Dengan 
begitu, pelayanan rujukan 
dapat berjalan tanpa harus 
bergantung pada pinjaman 
dari pihak luar.

Ia memperkirakan kebu-
tuhan dana talangan untuk 
Puskesmas Moutong berkis-
ar antara Rp40 juta hingga 

Rp50 juta per bulan, menye-
suaikan dengan tingginya 
intensitas rujukan pasien 
yang mencapai 10 hingga 
15 orang setiap bulan.

“Harapan kami ada dana 
talangan, supaya pelayanan 
tetap jalan tanpa harus me-
minjam ke luar,” pung-
kasnya.

Di balik angka-angka dan 
laporan anggaran, kisah ini 
menjadi pengingat bahwa 
dedikasi tenaga kesehatan 
di daerah kerap melam-
paui batas kewenangan 
mereka. Ketika sistem be-
lum sepenuhnya hadir, 
mereka tetap memilih ber-
gerak—bahkan jika harus 
berutang—demi satu hal 
yang paling utama yakni 
menyelamatkan nyawa. AJI

“Kalau alasannya untuk 
mengurai kemacetan, mem-
perpendek jarak tempuh, 
dan memecah kepadatan. 
Maka rekayasa lalu lintas 
di Jembatan I dan III den-
gan mengembalikan ruas 
jalan dari satu arah menjadi 
dua arah adalah langkah 
yang dapat dibenarkan,” 
kata Rusman Ramli saat 
dihubungi media ini, Selasa 
(7/4/2026).

Menurut Rusman, ruas 
jalan Jembatan I dan III 
sebelumnya adalah akses 
dua arah, lalu menjadi satu 
arah dengan berbagai per-
timbangan, kemudian diwa-
canakan lagi menjadi jalan 
dua arah. 

Jika dua arah diterapkan 
lagi, hal ini akan memban-
tu menggerakkan kembali 
roda ekonomi masyarakat di 
sekitar area tersebut. Karena 

akses kendaraan yang lebih 
mudah, dibandingkan satu 
arah yang bisa mematikan 
bisnis lokal.

“Tapi, penerapan sistem 
ini tentunya membutuhkan 
sosialisasi dan evaluasi rutin 
untuk memastikan keama-
nan, serta rambu lalu lintas 
yang jelas untuk mence-
gah terjadinya kecelakaan,” 
katanya.

Seperti diketahui, Peme-

rintah Kota Palu berencana 
membuka Jembatan 1 dan 
3 sebagai jalur dua arah 
untuk meningkatkan ke-
lancaran arus lalu lintas di 
kota. Rencana ini terungkap 
pada rapat koordinasi antara 
Direktorat Lalu Lintas (Dit-
lantas), pejabat pemerintah 
daerah, serta stakeholder 
terkait di ruang rapat wali 
Kota Palu, Kamis (2/4/2026) 
lalu. *WAN

“Ini adalah bagian dari 
perwujudan Berani Menya-
la, Alhamdulillah mereka 
mau berinvestasi di bebera-
pa daerah untuk memenuhi 
pasokan listrik untuk masy-
arakat. Kerjasama ini me-
nandai bahwa daerah kita 
sedang memulai langkah 
besar memiliki sumber daya 
dari energi baru terbaru-
kan,” ucap Anwar Hafid, 
Selasa (7/4/2026).

Program ini difokuskan 

pada delapan Kabupaten 
dengan tingkat keandalan 
listrik yang masih rendah, 
sehingga diharapkan mam-
pu menghadirkan akses 
energi yang lebih merata 
bagi masyarakat. Adapun 
delapan Kabupaten terse-
but yakni Banggai, Banggai 
Kepulauan, Banggai Laut, 
Donggala, Morowali, Tojo 
Una-Una, Buol, dan Tolitoli. 

Gubernur Anwar Hafid 
menyatakan, bahwa kerjasa-

ma ini akan terealisasi sege-
ra, sehingga rumah-rumah 
masyarakat yang hingga 
kini belum teraliri listrik 
secara penuh dapat segera 
teratasi. 

“Saya yakin, kerjasama ini 
berjalan dengan baik, agar 
masyarakat di pelosok-pelo-
sok desa bisa mendapatkan 
pasokan listrik di rumah-ru-
mah mereka,” ungkap An-
war Hafid. 

Kerja sama ini menjadi 

bagian dari program stra-
tegis Berani Menyala yang 
diinisiasi Pemerintah Pro-
vinsi Sulawesi Tengah un-
tuk menghadirkan listrik 
bagi rumah-rumah rakyat 
melalui pemanfaatan energi 
bersih. Selain meningkatkan 
kualitas layanan listrik, ini-
siatif ini juga mendukung 
upaya pembangunan berke-
lanjutan dengan mendorong 
penggunaan energi ramah 
lingkungan. *WAN

SULTENG RAYA - Timnas Futsal Indo-
nesia lolos ke semifinal Piala AFF Futsal 

2026 usai sikat Malaysia 1-0, Selasa (7/4). 
Berikut daftar dua tim negara lolos ke semi-

final Piala AFF Futsal 2026.

Sebanyak dua tim negara 
memastikan lolos ke babak 
semifinal Piala AFF Futsal 
2026 di Gimnasium Nont-
haburi, Thailand.

Australia jadi tim per-
tama yang memastikan 
tempat di babak semifinal 
Piala AFF Futsal 2026 usai 
menggilas Brunei Darussa-
lam 13-1 pada pertandin-
gan kedua di Grup B.

Kemenangan itu mem-
buat Australia menempati 
puncak klasemen Grup 
B dengan meraih 6 poin. 
Pada laga pertama Austra-
lia menghajar Malaysia 2-1.

Langkah Australia diiku-
ti Timnas Futsal Indonesia. 
Skuad Garuda melenggang 

ke empat besar setelah me-
nang 1-0 atas Malaysia.

Dalam pertandingan ke-
dua, Indonesia membung-
kam Malaysia dengan gol 
semata wayang Guntur 
Sulistyo Ariwibowo.

Indonesia sejatinya me-
miliki peluang mencetak 
lebih banyak gol dalam 
laga tersebut. Hanya saja, 
penyelesaian akhir jadi 
momok bagi Muhammad 
Albagir dan kawan-kawan.

Tim Merah Putih terus 
menggempur Harimau Ma-
laya melalui serangan And-
res Dwi Persada, Kris Da-
niel Yeimo, hingga Gustur 
Sulistyo, tetapi beberapa 
kali tidak tepat sasaran dan 

mengenai tiang gawang.
Penampilan apik kiper 

Malayssia Mohammad Am-
mar Harith juga jadi salah 
satu faktor Indonesia hanya 
bisa cetak satu gol.

Dengan kemenangan atas 
Malaysia, tim asuhan Hec-
tor Souto itu membuntuti 
Australia sebagai runner 
up Grup B. Indonesia akan 
melakoni pertandingan 
terakhir melawan Australia 
guna menentukan juara 
dan runner up Grup A, 
Rabu (8/4).

Sementara itu, Malaysia 
dan Brunei dipastikan ter-
singkir usai kalah dalam 
dua pertandingan. CNN

Daftar 2 Tim Negara Lolos 
ke Semifinal Piala AFF 
Futsal 2026:

- Australia

- Indonesia. 

TIMNAS FUTSAL Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF Futsal 2026 usai gilas Malaysia. FOTO: DOK. FFI
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Pendaftaran peserta KKN 
MAs 2026 telah dibuka sejak 
28 Februari hingga 13 Mei 
2026. Sementara pelaksa-
naan kegiatan dijadwalkan 
berlangsung pada 31 Juli 
hingga 10 September 2026 di 
wilayah binaan Universitas 
Muhammadiyah Malang 
(UMM).

Kegiatan KKN MAs me-
rupakan program pengabdi-
an masyarakat berskala nasi-
onal yang melibatkan maha-
siswa dari berbagai Perguru-
an Tinggi Muhammadiyah 
dan ‘Aisyiyah (PTMA) di 
seluruh Indonesia. Melalui 
program ini, mahasiswa 
diharapkan dapat berkontri-
busi langsung dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat 
di desa-desa binaan.

Ketua LPPM Unismuh 
Palu, Dr. Rukhayati, SE., 
MM, mengatakan lembaga 
yang dipimpinnya itu kem-

Rukhayati

LPPM Unismuh Palu Buka 
Rekrutmen Peserta KKN MAs 2026

SULTENG RAYA— Lembaga Penelitian 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 
Muhammadiyah (Unismuh) Palu kembali 
membuka pendaftaran peserta Kuliah Ker-
ja Nyata Muhammadiyah ‘Aisyiyah (KKN 
MAs) tahun 2026. Program pengabdian 
masyarakat tersebut dijadwalkan berlangs-
ung di Kota Malang, Jawa Timur.

bali membuka kesempatan 
bagi mahasiswa untuk terli-
bat dalam program pengab-
dian lintas kampus tersebut.

Ia menjelaskan, pelaksa-

naan KKN MAs 2026 dipusatkan di wila-
yah binaan Universitas Muhammadiyah 
Malang dengan berbagai program yang 
berorientasi pada pemberdayaan masy-
arakat.

“Pelaksanaan KKN MAs 2026 dijadwal-
kan pada 31 Juli hingga 10 September 2026 
di wilayah binaan Universitas Muham-
madiyah Malang, dengan melibatkan 
mahasiswa dari berbagai Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di 
Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, program KKN MAs tahun 
ini menekankan pada pengembangan in-
ovasi teknologi tepat guna, peningkatan 
kualitas pendidikan, serta penguatan 
ekonomi desa secara berkelanjutan.

Salah satu inspirasi program pengem-
bangan desa yang diangkat dalam kegi-
atan tersebut adalah konsep pemberda-
yaan masyarakat seperti yang dilakukan 
di Kampung Jodipan, Kota Malang, yang 
berhasil berkembang menjadi kawasan 
wisata berbasis masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, mahasis-
wa diharapkan mampu menghadirkan 
berbagai inovasi yang dapat membantu 
masyarakat dalam meningkatkan kese-
jahteraan ekonomi sekaligus memperkuat 
potensi desa.

Rukhayati berharap para mahasiswa 
peserta KKN MAs 2026 dapat memberikan 
kontribusi nyata bagi masyarakat melalui 
program-program pengabdian yang kre-
atif dan berkelanjutan.

“Harapan utamanya adalah KKN MAs 
2026 mampu melahirkan solusi inovatif 
bagi masalah kemiskinan dan pember-
dayaan ekonomi di lokasi penempatan,” 
jelasnya. ENG

SULTENG RAYA — Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
menerima hibah sebanyak 
3.048 eksemplar buku dari 
Pemerintah Tiongkok se-
bagai bagian dari upaya 
memperkuat kerja sama 
akademik internasional ser-
ta mendorong pertukaran 
pengetahuan global.

Berdasarkan dokumen 
resmi yang diterima pada 
Selasa (31/3/2026), ribuan 
buku tersebut telah diserah-
kan kepada pihak kampus 
dan kini menjadi bagian dari 
koleksi Perpustakaan Uni-
versitas Tadulako. Jumlah 
tersebut dinilai cukup besar 
dan mencerminkan komit-
men dalam mendukung 
pengembangan literatur 
akademik di lingkungan 
perguruan tinggi.

Koleksi buku yang dite-
rima mencakup berbagai 
judul, sebagian besar berkai-
tan dengan pemikiran dan 
kebijakan Presiden Tiong-
kok, Xi Jinping, termasuk 
seri buku The Governance 
of China. Selain itu, terdapat 
pula sejumlah judul yang 
membahas tata kelola pe-
merintahan, pembangunan 

ekonomi, hubungan inter-
nasional, serta transformasi 
modern Tiongkok.

Secara umum, literatur 
tersebut mengulas berbagai 
strategi pembangunan yang 
diterapkan oleh Tiongkok, 
mulai dari reformasi eko-
nomi berbasis pasar sosialis, 
pembangunan infrastruktur 
berskala besar, penguatan 
inovasi teknologi, hingga 
program pengentasan ke-
miskinan yang dijalankan 
secara masif dan terencana.

Dalam perspektif akade-
mik, buku-buku tersebut 
dinilai memiliki nilai stra-
tegis karena dapat menja-
di referensi penting bagi 
mahasiswa maupun dosen 
dalam memahami model 
pembangunan alternatif di 
luar paradigma negara-ne-
gara Barat. Selain itu, koleksi 
ini juga dapat dimanfaatkan 
sebagai rujukan peneliti-
an dalam bidang ekonomi 
pembangunan, kebijakan 
publik, hubungan interna-
sional, teknologi, serta studi 
kawasan Asia.

Literatur tersebut juga 
dinilai relevan sebagai ba-
han pembelajaran untuk 

melakukan analisis kom-
paratif antara model pem-
bangunan Tiongkok dan 
konteks pembangunan di 
Indonesia, khususnya dalam 
bidang pembangunan daer-
ah, industrialisasi, serta pen-
gelolaan sumber daya alam.

Selain memperkaya sum-
ber referensi akademik, ko-
leksi buku ini diharapkan 
mampu menjadikan Perpus-
takaan Universitas Tadulako 
sebagai destinasi edukatif 
bagi mahasiswa maupun 
masyarakat umum yang 
memiliki minat terhadap pe-
mikiran, budaya, dan bahasa 
Tiongkok.

Rektor Universitas Tadu-
lako, Prof. Dr. Ir. Amar, ST., 
MT, menyampaikan apre-
siasi atas hibah buku yang 
diberikan oleh Pemerintah 
Tiongkok tersebut. “Alham-
dulillah Universitas Tadu-
lako mendapatkan bantuan 
buku dari China. Tentunya 
kami sangat mengapresiasi 
hal tersebut, karena bu-
ku-buku ini dapat menjadi 
sumber dan bahan literasi 
bagi kita,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bah-
wa koleksi tersebut berpo-

tensi menjadikan Untad se-
bagai salah satu perguruan 
tinggi dengan koleksi buku 
berbahasa Mandarin yang 
cukup besar di Indonesia.

Menurutnya, koleksi ter-
sebut diharapkan dapat di-
manfaatkan secara optimal 
oleh mahasiswa, dosen, pe-
neliti, maupun masyarakat 
umum sebagai sumber in-
spirasi dalam menghasilkan 
penelitian serta kebijakan 
yang berdampak bagi pem-
bangunan daerah, nasional, 
maupun global.

Dengan jumlah mencapai 
3.048 eksemplar dan ca-
kupan materi yang luas, 
Universitas Tadulako kini 
memiliki akses terhadap sa-
lah satu kumpulan literatur 
yang cukup representatif 
mengenai model pemban-
gunan Tiongkok yang dalam 
beberapa dekade terakhir 
menunjukkan kemajuan 
pesat di tingkat global.

Seluruh koleksi buku ter-
sebut saat ini telah menjadi 
bagian dari layanan Perpus-
takaan Universitas Tadula-
ko dan dapat diakses oleh 
civitas akademika maupun 
masyarakat luas.*ENG

Dalam kegiatan tersebut, 
Wali Kota Hadianto berke-
sempatan menyapa langs-
ung para siswa dan guru 
SMPN 6 Palu. 

Suasana  hangat  dan 
penuh keakraban terlihat 
saat orang nomor satu di 
Kota Palu itu berinterak-
si dengan warga sekolah, 
memberikan semangat ke-
pada para siswa untuk terus 
giat belajar.

Selain menyapa warga 
sekolah, wali kota juga 
menyempatkan diri berin-
teraksi dengan para anggota 
padat karya yang tengah 
menjalankan tugas di sekitar 

lokasi. 
Wali kota memberikan 

apresiasi atas kerja keras 
mereka dalam menjaga ke-
bersihan dan kerapian ling-
kungan.

Tak hanya itu, sebagai 
bentuk dukungan terhadap 
pelaku usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM), 
Wali Kota Hadianto turut 
memborong berbagai ja-
janan yang dijajakan oleh 
pelaku UMKM di wilayah 
tersebut. 

Aksi tersebut menjadi 
bentuk nyata perhatian pe-
merintah terhadap geliat 
ekonomi masyarakat kecil.

WALI Kota Palu, Hadianto Rasyid didampingi DLH Palu meninjau Kebersihan Lingkungan.Selasa 
(07/04/2026). FOTO PPID KOMINFO PALU

Hadianto Tinjau 
Lingkungan Sekitar 

SMPN 6 Palu

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu, Hadianto 
Rasyid didampingi sejumlah pejabat terkait, 
melakukan peninjauan di sekitar SMP Negeri 
6 Palu, Jalan Dewi Sartika, Kota Palu, pada 
Selasa (07/04/2026).

Dalam peninjauan terse-
but, wali kota juga terlihat 
memberikan arahan khusus 
kepada Plt. Kasat Pol PP 
Kota Palu, Usman, serta 
Kabid Pengelolaan Sampah 
dan Limbah B3, DLH Kota 
Palu, Hisyam Baba. 

Arahan tersebut berkaitan 
dengan penataan lingkun-
gan, ketertiban, serta upaya 
menjaga kebersihan di ka-
wasan sekitar sekolah.

Kegiatan peninjauan ini 
merupakan bagian dari ko-
mitmen Pemerintah Kota 
Palu dalam memastikan 
kondisi lingkungan yang 
tertib, bersih, dan nyaman, 
khususnya di area fasilitas 
pendidikan. 

Selain itu,  kehadiran 
langsung wali kota di ten-
gah masyarakat diharapkan 
mampu memperkuat ko-
munikasi dan sinergi antara 
pemerintah dan warga. ABS

REKTOR Untad Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Dr.sc.agr. Aiyen, M.Sc didam-
pingi dua pejabat lainnya memperlihatkan buku hibah dari Tiongkok. FOTO; HUMAS

Untad Terima Hibah 3.048 Buku 
dari Pemerintah Tiongkok


